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ABSTRAK
Nama Penyusun : Ampe Daryanti
Nim : 10800113162
JudulSkripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah (Studi 
pada Pengelolaan Fort Rotterdam Makassar)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap masalah 
terkait dengan perlakuan akuntansi pada aset bersejarah ditinjau dari segi penilaian, 
pengakuan serta pengungkapan dan penyajian aset bersejarah di dalam laporan 
keuangan. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi yang 
diterapkan dalam pengelolaan situs bersejarah Fort Rotterdam dan menganalisis 
kesesuaian atas peraturan akuntansi yang berlaku di dalam sektor pemerintahan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma 
interpretif dengan pendekatan etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara, internet searching dan studi pustaka. 
Wawancara dilakukan di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulsel 
yang berlokasi di Makassar. Adapun teknis pengelolaan dan analisis data dilakukan 
denga melalui tiga tahapan, yaitu pereduksian data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situs bersejarah Fort Rotterdam 
merupakan salah satu aset tetap bersejarah yang diakui sebagai inventaris. Dari segi 
penilaian, Fort Rotterdam tidak dilakukan penilaian apapun, hal ini diakibatkan oleh 
belum adanya kebijakan yang pasti terkait dengan penilaian suatu warisan 
bersejarah. Dari segi penyajian dan pengungkapan aset bersejarah Fort Rotterdam 
disajikan dan diungkap di dalam Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CaRBMN). 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, praktik akuntansi yang diterapkan pada 
pengelolaan Fort Rotterdam telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kata Kunci: Aset Bersejarah (Herritage Assets), Pengakuan, Penilaian, Penyajian 




Indonesia merupakan negara kepulauan yang tidak hanya terkenal dengan 
kekayaan alamnya yang melimpah, namun juga terkenal dengan perjalanan 
sejarahnya yang panjang dengan menyimpan potensi berwujud kesenian, adat 
istiadat, bahasa, situs, arsitektur dan kawasan bersejarah bernilai pusaka yang 
mengisi ruang-ruang diberbagai daerah di negeri ini. Dewasa ini perubahan sosial, 
ekonomi dan lingkungan telah mengakibatkan terus mengikisnya nilai-nilai kekayaan 
budaya ragawi maupun tak ragawi yang ada diberbagai daerah. Pengikisan nilai 
kebudayaan yang ada telah menyebabkan banyaknya masalah yang dihadapi negara 
dalam menjaga segala bentuk peninggalan bersejarah yang ada. Salah satu wujud 
komitmen pemerintah adalah dengan dilakukannya reformasi keuangan negara di, 
dimana pemerintah pusat telah membuat komitmen yang kuat dalam membangun 
prinsip good governance melalui pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan 
bertanggungjawab.
Undang-undang No. 1 Tahun 2004 menjadi tonggak sejarah dalam reformasi 
pengelolaan kekayaan negara, baik dari segi pengaturan hukum, administrasi hingga 
segi kelembagaan. Hal ini, kemudian terwujud dengan diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai 
bentuk paradigma baru dalam pengelolaan pelaporan keuangan negara yang lebih 
2akuntabel dengan mengedepankan profesionalisme dan transparansi yang diharapkan 
akan mampu meningkatkan kepercayaan para stakeholders. 
Akuntabilitas memegang peranan penting dalam sistem pengendalian 
manajemen sektor publik, dimana sistem akuntansi menjadi esensi utama dalam 
pengelolaan laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sebagai alat 
akuntansi hadir untuk memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas pelaporan 
keuangan pemerintah. Penggunaan basis akuntansi akrual pada pelaporan keuangan 
pemerintah telah mengharuskan baik pemerintah pusat maupun daerah untuk 
mengakui semua aset, kewajiban dan ekuitas yang memenuhi kriteria definisi dan 
kriteria pengakuan di dalam neraca. Dengan kata lain, basis akrual untuk neraca 
berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas harus diakui dan dicatat pada saat 
terjadinya transaksi atau pada saat kejadian dan kondisi lingkungan berpengaruh 
pada keuangan pemerintahan tanpa memperhatikan saat kas maupun setara kas 
diterima atau dibayar.
Dalam praktiknya, penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual di sektor 
publik masih menjadi tantangan utama pemerintah dalam meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Masalah pelaporan keuangan, khususnya 
dalam bentuk pelaporan pengelolaan aset tetap, kerap kali menjadi bahan 
perbincangan baik di daerah-daerah maupun di kota-kota besar lainnya. Hal ini dapat 
dilihat dari catatan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 
pemerintah yang hampir setiap tahun masih didominasi oleh masalah pengelolaan 
aset.
3Gambar 1.1 
Penyajian Akun Tidak Sesuai dengan SAP
     
     Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016
Gambar 1.1 di atas, merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah 
dalam hal peningkatan akuntabilitas atas laporan keuangan. Nampak bahwa dari 
sekian banyak akun laporan keuangan yang ada, akun aset tetap kembali menjadi 
penyumbang terbesar dengan persentase sebesar 28.6% dari keseluruhan akun 
lainnya dalam pelaporan keuangan milik negara. Secara khusus, berdasarkan laporan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (2017) dalam Ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semester (IHPS): II tahun 2016 mengungkapkan bahwa masalah utama 
dalam pengelolaan aset tetap pemerintah masih berkaitan dengan tidak memadainya 
rancangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta belum 
terpatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Barang 
Milik Negara (BMN) yang mengakibatkan negara merugi senilai Rp10,56 milliar. 
Hal ini patut untuk dikhawatirkan, dimana masalah yang ada telah memberikan 
4kerugian dan pengurangan pendapatan bagi negara sehingga hal tersebut baik secara 
langsung maupun tak langsung akan berdampak pada kesejarahteraan masyarakat 
diberbagai daerah di Indonesia.
Salah satu isu yang masih menjadi masalah utama dalam aset tetap adalah 
adanya perdebatan terkait dengan penggolongan aset dan perlakuan khusus pada aset. 
Perlakuan akuntansi untuk aset tetap pemerintah seperti tanah, peralatan, mesin dan 
bangunan nampaknya tidak banyak perdebatan yang terjadi seputar dengan perlakuan 
akuntansinya. Namun, untuk aset tetap dengan kriteria “tertentu” seperti aset 
bersejarah, aset militer (Barton, 2000) dan aset biologis masih terdapat banyak 
pertanyaan dan perdebatan yang belum dapat diselesaikan di dalam domain 
pelaporan keuangan (Christiaens, dkk., 2008). Hal ini sesuai dengan pendapat yang 
diungkapkan oleh Hines (1998) bahwa akuntansi untuk aset dalam beberapa hal 
terlihat memiliki kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, 
mengingat sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing aset tersebut.
Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7 Tahun 2010 
mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan 
oleh masyarakat umum. Ouda (2014) menjelaskan di antara beberapa jenis aset tetap 
yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini, aset bersejarah merupakan jenis aset 
yang paling sulit karena sifat khusus dan karakteristik yang mereka miliki. Beberapa 
aset digambarkan sebagai aset bersejarah karena signifikansi budaya, lingkungan 
atau sejarah mereka (Aversano dan Christiaens). Aset tersebut terdiri dari beberapa 
5jenis, diantaranya dapat berupa bangunan bersejarah, monumen, candi, situs 
arkeologi, kawasan konservasi hingga karya seni. Masalah aset ini, terkait dengan 
perlakuan akuntansi baik dari segi pengakuan, metode penilaian yang digunakan 
dalam menilainya dan pengungkapan atas aset tersebut di dalam laporan keuangan 
entitas pengelola (Stanton, 1997).
Permasalahan aset bersejarah dari segi pengakuan adalah adanya perdebatan 
terhadap penggolongan aset, apakah aset tersebut termasuk aset ataukah kewajiban. 
Menurut Barton (2000) entitas pengelola biasanya tidak memiliki kontrol yang penuh 
atas aset, seperti berkaitan dengan penggunaan dan pembuangan aset, maka dari itu 
aset bersejarah harus dianggap sebagai “barang dalam kepercayaan”. Mautz (1988) 
juga menjelaskan bahwa layanan yang diberikan oleh benda bersejarah secara bebas 
ditawarkan kepada masyarakat dengan biaya yang kecil, namun untuk biaya 
pemeliharaan mereka biasanya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan 
pendapatan yang diperoleh oleh entitas pengelola. Maka dari itu, Mautz (1988) 
menganggap benda bersejarah bukanlah aset, melainkan lebih cocok jika 
dikategorikan sebagai kewajiban. Lebih lanjut, Carnegie dan Wolnizer (1999) 
mengulangi bahwa benda bersejarah harus dianggap sebagai kewajiban karena benda 
tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk diakui sebagai aset baik dalam hal 
akuntansi konvensional maupun istilah komersial. Lain halnya dengan Micallef dan 
Peirson (1997), menurut mereka benda bersejarah tergolong ke dalam aset dan untuk 
itu aset tersebut harus diperlakukan sama dengan perlakuan akuntansi yang 
diterapkan untuk jenis aset tetap lainnya.
6Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan penilaian aset bersejarah di 
dalam laporan keuangan. Menurut Financial Reporting Statements (2009) penilaian 
atas aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. 
Namun, Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 Tahun 2010 
tidak memperkenankan dilakukannya penilaian kembali (revaluation) karena SAP 
menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam 
hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi 
atas aset yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini 
mencerminkan nilai wajar sekarang. Disamping itu, PSAP menjelaskan bahwa 
beberapa aset bersejarah juga memberikan manfaat lainnya kepada pemerintah selain 
nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang 
perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang 
sama seperti aset tetap lainnya. Namun, secara teknis di dalam PSAP tidak dijelaskan 
bagaimana cara untuk menilai aset tersebut.
Masalah selanjutnya yakni pada tahap pengungkapan aset. Tahap ini 
merupakan tahap yang paling penting, karena sebagai pengelola dan pemelihara aset 
bersejarah, pemerintah harus menyajikan laporan keuangan untuk transparansi dan 
akuntabilitas terhadap manfaat yang telah mereka peroleh dari aset tersebut (Barton, 
2000). Secara garis besar, pengungkapan yang dilakukan atas aset bersejarah tidaklah 
diperlakukan sama untuk jenis aset yang sama. Artinya bahwa, pengungkapan atas 
aset bersejarah lebih didasarkan atas fungsi dan perannya di dalam kegiatan 
pemerintahan. Menurut SAP Pernyataan No. 71 Tahun 2010 pengungkapan aset 
7bersejarah yang tidak dimanfaatkan dalam kegiatan operasional pemerintahan 
disajikan dalam bentuk unit di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
dengan tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi 
manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk 
ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti 
aset tetap lainnya. Lain halnya dengan Agustini dan Putra (2011) yang menjelaskan 
bahwa entitas pemerintah seharusnya memperlakukan sama antara non operational 
heritage dan operational heritage, yaitu diungkapkan ke dalam neraca dengan 
catatan aset tersebut memiliki kos yang dapat diukur secara andal.
Pada akhirnya meskipun berbagai dewan standar yang ada (seperti 
Internatioal Accounting Standar Board (IASB) dan International Public Sector 
Accounting Standar Board (IPSASB) telah memunculkan aturan terkait dengan 
perlakuan akuntansi pada aset bersejarah, namun aturan yang ada hanya mencakup 
pada entitas dan organisasi yang kemudian disesuaikan dengan peraturan maupun 
perundangan yang diterapkan oleh negara tertentu. Anggraini dan Chariri (2014) juga 
mengungkapkan perlakuan akuntansi pada aset bersejarah cenderung bervariasi 
tergantung pada sifat entitas yang menaunginya dan juga sifat dari aset itu sendiri. 
Ketidakseragaman perlakuan akuntansi aset bersejarah dalam literatur akuntansi 
sektor publik di beberapa negara yang telah mengadopsi akuntansi basis akrual 
seperti, Selandia Baru, Inggris, Australia, Amerika Serikat dan Kanada (Ouda, 2014), 
telah menyebabkan hingga saat ini belum ada standar universal yang dibuat untuk 
8dapat dijadikan sebagai patokan utama dalam melaporkan aset tersebut di dalam 
laporan keuangan. 
Aset tetap merupakan sektor yang paling strategis dengan nilai akun yang 
cukup besar bila dibandingkan dengan nilai akun lain pada laporan keuangan 
pemerintah. Begitu krusialnya peranan aset dalam memperlancar roda pemerintahan 
menjadikan pemerintah harus dapat lebih bertanggungjawab dan berhati-hati dalam 
melaporkan aset yang ada. Bertanggungjawab berarti memberikan informasi 
keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, serta berhati-
hati dalam artian bahwa aset yang dilaporkan haruslah sesuai dengan fungsi dan 
tujuannya demi pengoptimalisasian pengelolaan aset yang ada. Hal ini telah 
dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS An. Nisa (4: 58) berikut ini:
 ﺎَﻬِﻠَْﻫأ َﱃِإ ِتَﺎﻧﺎَﻣﻷا اوﱡدَﺆُـﺗ ْنَأ ْﻢُُﻛﺮُﻣَْﺄﻳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنإ◌ِ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ اﻮُﻤُﻜَْﲢ ْنَأ ِسﺎﱠﻨﻟا َْﲔَـﺑ ْﻢُﺘْﻤَﻜَﺣ اَذِإَو
ًاﲑِﺼَﺑ ﺎًﻌﻴ َِﲰ َنﺎَﻛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ِِﻪﺑ ْﻢُﻜُﻈَِﻌﻳ ﺎﱠﻤِِﻌﻧ
Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS: An Nisa 58).
Ayat di atas memerintahkan manusia terkhususnya pada pemegang amanah 
(pemerintah) untuk dapat menyampaikan amanat secara baik, benar dan 
bertangungjawab kepada para pemberi amanah (stakeholder), ayat ini juga 
9memerintahkan kita yang apabila hendak menetapkan suatu hukum, haruslah hukum 
itu ditetapkan secara adil karena sesungguhnya apabila hal ini tidak dimiliki oleh 
para pemegang amanah, niscaya akan membawa kerusakan pada diri sendiri, 
masyarakat, bangsa dan negara.
Pengelolaan aset bersejarah, saat ini memiliki peran yang semakin strategis 
dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah. 
Sebagai negara yang kaya dengan benda bersejarah, mulai dari candi, bangunan 
bersejarah hingga benda-benda pusaka, Kita sejatinya perlu untuk menjaga dan 
melestarikan benda tersebut bagi generasi dimasa mendatang. Namun, pada 
kenyataannya saat ini telah banyak ditemui bangunan bersejarah yang terbengkalai, 
hilang, dimusnahkan dan bahkan telah dicuri oleh pihak yang tidak bertangungjawab. 
Apalagi, hal ini disebabkan oleh buruknya pengelolaan atas warisan bersejarah 
tersebut (Satriani dkk., 2016). Sangat disayangkan, peninggalan bersejarah ini tidak 
dianggap sebagai aset yang bernilai, sehingga tidak mengherankan telah banyak 
tindakan tidak terpuji dilakukan terhadap peninggalan bersejarah yang ada.
Mengutip pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Pencanangan 
Revaluasi BMN di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, “Negara makin maju 
tercermin dari bagaimana negara mengelola asetnya. Aset harus bekerja, tidak hanya 
di neraca kemudian ‘tidur’’’ (Daily, 2017). Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan 
aset suatu negara merupakan cerminan bagaimana suatu negara menghargai asetnya. 
Pengelolaan aset bersejarah yang tepat, profesional dan optimal akan meningkatkan 
kredibilitas laporan keuangan negara. Namun, masih banyaknya permasalahan terkait 
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dengan perdebatan aset dan pengelolaannya telah mengakibatkan pemerintah kurang 
maksimal dalam memanfaatkan asetnya, hal ini juga yang pada akhirnya berpotensi 
menimbulkan kerugian dan pengurangan pendapatan bagi negara. Maka dari itu, 
disinilah fungsi dari akuntansi dibutuhkan, bagaimana akuntansi sebagai alat 
informasi ini memfasilitasi pengelolaan warisan bersejarah dengan tepat dan layak.
Penelitian mengenai aset bersejarah telah banyak dilakukan oleh para 
akademisi di berbagai negara. Barton (2000) menganalisis perlakuan akuntansi yang 
tepat untuk fasilitas umum bernilai sejarah bagi pemerintah. Ia berpendapat bahwa 
fasilitas umum bernilai sejarah sejatinya tidak diterapkan prinsip akuntansi komersial 
karena tujuan utamanya bukan dari segi financial, melainkan lebih kepada tujuannya 
untuk segi social. Lebih jauh, Wild (2013) mengkritik ideologi dan praktek New 
Public Manajemen (NPM). Ia menentang asumsi bahwa pelaporan keuangan yang 
dipraktekkan untuk sektor swasta sesuai untuk diaplikasikan secara menyeluruh bagi 
pelaporan keuangan sektor publik. Disamping itu Basnan dkk., (2015) berusaha 
menguji tantangan akuntansi yang dihadapi oleh pemerintah Malaysia dalam 
menghitung aset bersejarah dengan beralih ke akuntansi berbasis akrual, studi 
menemukan bahwa tantangan utama dalam akuntansi untuk aset bersejarah terkait 
dengan pengakuan, pengukuran, sifat aset dan kompetensi staf yang ada.
Di Indonesia, penelitian lebih lanjut tentang aset bersejarah belum terlalu 
banyak dilakukan. Hal ini diakibatkan oleh masih minimnya sumber daya informasi 
yang tersedia. Namun, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengungkap 
perlakuan akuntansi bagi aset bersejarah. Masitta dan Chariri (2015) meneliti 
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perlakuan akuntansi pada museum Jawa Tengah Ronggowarsito, dari hasil 
penelitiannya ia menemukan bahwa sebagian besar informan cenderung memaknai 
aset bersejarah dengan istilah cagar budaya, disamping itu peraturan yang diterapkan 
oleh museum tersebut juga lebih didasarkan pada peraturan tentang pengelolaan 
cagar budaya. Lebih lanjut, Safitri dan Indriani (2017) meneliti perlakuan akuntansi 
untuk museum Aceh, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun museum 
Aceh termasuk ke dalam kategori aset bersejarah, namun pada pelaporannya aset
tidak di ungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Disamping itu, 
ia menjelaskan bahwa sebagian besar para kurator yang terlibat dalam penelitian 
tersebut cenderung lebih memahami aset yang mereka miliki sebagai barang/benda 
koleksi.
Semua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya pada hakikatnya 
merupakan upaya menemukan perlakuan akuntansi yang tepat bagi aset bersejarah. 
Semakin tinggi nilai budaya, seni dan sejarahnya semakin tinggi pula tuntutan upaya 
pelestarian dan konservasinya. Oleh sebab itu, peranan akuntansi diperlukan untuk 
mengetahui aspek ekonomi dari aset bersejarah. Hasil riset-riset tersebut dapat 
membantu menginformasikan perlakuan akuntansi heritage assets yang sesuai, 
sehingga memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan perlakuan akuntansi 
heritage assets di masa depan. Aset bersejarah yang dikelola oleh entitas sektor 
publik sebagai amanat untuk kepentingan masyarakat harus dipertanggungjawabkan. 
Akhirnya, informasi akuntansi yang perlu dirancang oleh manajemen menjadi 
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tantangan dalam praktik akuntansi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas 
pelaporan keuangan entitas di sektor publik.
Pada akhirnya meskipun pemerintah telah mengeluarkan standar pelaporan 
dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan, namun berdasarkan studi di dalam negeri menunjukkan 
bahwa standar yang ada masih bersifat normatif, dengan artian bahwa standar yang 
telah ditetapkan belum tentu sesuai dengan praktik pelaporan keuangan yang ada di 
lapangan. Berangkat dari inkonsistensi penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka 
penulis mencoba untuk mencari jawaban atas perlakuan akuntansi untuk aset 
bersejarah dengan mengangkat Fort Rotterdam (Benteng Ujung Pandang) sebagai 
objek penelitian. Adapun, judul penelitiannya adalah “Analisis Perlakuan 
Akuntansi pada Aset Bersejarah: Studi pada Pengelolaan Fort Rotterdam 
Makassar”. Fort Rotterdam merupakan salah satu benda peninggalan bersejarah dan 
termasuk ke dalam kategori aset bersejarah. Disamping merupakan salah satu ikon 
dan tujuan wisata utama oleh para pelancong lokal maupun asing, Fort Rotterdam 
juga merupakan benda cagar budaya nasional yang dengan demikian patut untuk 
dilestarikan, dijaga dan diperhatikan pengelolaannya, khususnya dari segi pelaporan 
keuangan dan perlakuan akuntansi yang diterapkan atas aset bersejarah tersebut.
B. Rumusan Masalah
Berangkat dari permasalahan yang dijelaskan di atas, bahwa hingga saat ini 
masih banyak masalah terkait dengan perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah di 
dalam sektor publik, baik dari segi pengakuan hingga pada pengungkapannya di 
13
dalam laporan keuangan. Disamping itu, meskipun diterbitkannya PP No. 71 Tahun 
2010 telah memberikan pedoman akuntansi bagi entitas dalam mengelola aset 
bersejarah, namun standar yang ada dirasa cenderung bersifat normatif. Dengan 
artian bahwa standar yang ada belum tentu telah sesuai dengan praktik akuntansi 
yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan merumuskan masalah, sebagai 
berikut:
1. Bagaimanakah bentuk perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, 
penyajian dan pengungkapan) yang terapkan dalam pelaporan keuangan aset 
bersejarah Fort Rotterdam?
2. Apakah praktik akuntansi yang dilakukan di Fort Rotterdam telah sesuai 
dengan standar yang ada?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari 
penelitian ini adalah:
1. Untuk dapat menjelaskan bentuk perlakuan akuntansi (pengakuan, 
pengukuran, penyajian dan pengungkapan) dalam pelaporan keuangan aset 
bersejarah Fort Rotterdam.
2. Untuk dapat mengetahui kesesuaian standar pelaporan yang digunakan 
berdasarkan hukum dan prinsip akuntansi yang berlaku di sektor publik.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, 
diantaranya:
1. Manfaat Teoretis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 
sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan akuntansi dan 
manambah referensi ilmu pengetahuan dan khasanah keilmuan para 
akademisi, praktisi maupun masyarakat luas dalam mempelajari dan 
memahami esensi dan perlakuan akuntansi pada aset bersejarah. Disamping 
itu penelitian ini diharapkan dapat merespon Fiat Measurement Theory yang 
digagas oleh Torgerson (1958) tentang pengukuran terkait dengan 
penggunaan teori pengukuran dalam mengukur aset bersejarah.
2. Manfaat Praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan pelestarian aset bersejarah pada 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Serta diharapkan dapat 
membangun sistem monitoring yang sesuai dengan aturan saat ini, baik 
ditingkat lokal dan nasional untuk mengamanatkan perlindungan, pelestarian 
dan konservasi warisan budaya bagi aset bersejarah.
3. Manfaat Regulasi. Dari segi regulasi, penelitian ini diharapkan dapat 
memberi masukan kepada kementerian/lembaga dan entitas terkait sebagai 
pertimbangan isu regulasi, pengembangan, penyempurnaan pemilihan 
kebijakan dan pengungkapan atas informasi akuntansi bagi aset bersejarah.
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E. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada perlakuan akuntansi pada aset bersejarah Fort 
Rotterdam dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset 
bersejarah di dalam laporan keuangan. Batasan data yang diperoleh hanya mencakup 
dengan bahasan penelitian ini yakni terkait dengan aset bersejarah Fort Rotterdam 
yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. 
F. Kajian Pustaka
Dasar dan acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 
berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai data 
pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian 
tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang 
sedang dibahas dalam penelitian ini. Tabel berikut ini akan menunjukkan ringkasan 



















Kualitatif Tidak ada definisi yang spesifik 
tentang aset bersejarah. “Nilai 
Publik” yang terkandung dalam 
aset bersejarah tidak memiliki 
kejelasan yang pasti. Disamping 
itu, akuntansi untuk aset 
bersejarah mengalami kemajuan 
dan  perkembangan yang terus 
meningkat selama beberapa 
tahun di Inggris, namun 
masalah yang muncul terkait 
dengan akuntansi  pada aset 














Kualitatif Asumsi New Public 
Management dianggap dapat 
dan sesuai diaplikasikan secara 
universal untuk kepentingan 
publik dalam melaporkan 
heritage cultural asset, 
sebaliknya model pelaporan
diusulkan secara alternatif 
berdasarkan serangkaian nilai 
budaya dan bukan ekonomi 
untuk melaporkan Herritage
Cultural Assets (HCA). Ini 
menunjukkan sebagai contoh 
kerangka pelaporan dan 
akuntabilitas “kesejahteraan 
rakyat” yang dirancang untuk 
diterapkan oleh institusi 















Kualitatif Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa tidak ada 
definisi yang tepat bagi aset 
bersejarah. Disamping itu, 
penilaian yang dilakukan 
terhadap candi Borobudur sulit 
untuk dilakukan. Namun, pada 
pengungkapan pelaporan atas 
candi Borobudur telah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, 
dimana candi tersebut 



















Kualitatif Tidak ada definisi yang tepat 
untuk aset bersejarah. Para 
informan cenderung 
menghubungkannya dengan 
Cultural Conservation. Selain 
itu, pihak terkait masih 
menemukan beberapa kesulitan 
dalam melakukan penilaian 
ekonomi yang sama untuk 
semua jenis aset bersejarah.
Adapun, praktik akuntansi aset 
bersejarah oleh pengelola
Museum Ronggowarsito Jawa 
Tengah telah sesuai dengan 
standar akuntansi dimana aset







Kualitatif Studi menemukan museum luar 
negeri juga menghadapi 
masalah dalam menyampaikan 
praktik akuntansi yang tepat 
bagi aset bersejarah. Dalam 
kasus yang dihadapi museum di 
Malaysia, masalah akuntansi 
pada aset bersejarah dapat 
diatasi melalui adanya 
ketentuan hukum tertentu, 
benchmarking dan standar 
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prosedur operasi dalam 
membantu museum dalam 
meningkatkan praktik pelaporan 
bagi aset bersejarah agar setara 
dengan pelaporan aset 
bersejarah di museum 
terkemuka di luar negeri. 










Kualitatif Museum aceh dikategorikan 
sebagai aset bersejarah. Untuk 
pengakuan aset bersejarah pada 
Museum Aceh, biaya yang 
dikeluarkan pada tiap 
pembelian benda koleksi 
museum di bebankan pada 
anggaran belanja tahunan 
instansi tersebut. Praktik
pengungkapan akuntansi di 
Museum Aceh tidak sesuai 
dengan standar akuntansi yang 
ditetapkan oleh pemerintah,
dimana ia tidak diungkapkan di 
dalam laporan keuangan. 





Istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan Standford Research Institute 
(RSI) di tahun 1963, dan kemudian secara teoretis dikembangkan oleh Freeman di 
tahun 1984 dalam karyanya yang berjudul Strategic Management: A Stakeholder 
Approach. Freeman (2010) mendefinisikan stakeholder merupakan kelompok 
maupun individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses pencapaian 
tujuan suatu organisasi. Para kelompok stakeholder tersebut meliputi: DPRD (Dewan 
Perwakilan Daerah), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Investor, Kreditor, Donatur, 
Pemerhati Pemerintah Daerah, Analis ekonomi, Asosiasi Usaha, Pegawai, 
Pemerintah Pusat dan Rakyat.
Asumsi teori stakeholder dibangun atas dasar pernyataan bahwa entitas dapat 
berkembang menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat 
terkait dan memperhatikan entitas sehingga entitas perlu menunjukkan akuntabilitas 
maupun responsibilitas secara lebih luas dan transparan. Menurut pendekatan teori 
ini, organisasi memilih untuk menanggapi banyak tuntutan yang dibuat oleh para 
pihak yang berkepentingan yaitu setiap kelompok dalam lingkungan luar organisasi 
tersebut yang terkena tindakan serta keputusan organisasi. Teori ini, secara umum 
menjelaskan bagaimana peran manajemen dalam memenuhi atau mengelola harapan 
para stakeholder dengan menekankan pada akuntabilitas organisasi. Teori tersebut 
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lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang dianggap powerfull. 
Kelompok inilah yang kemudian menjadi pertimbangan utama bagi entitas dalam 
mengungkapkan dan atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan 
keuangan entitas.
Terdapat tiga argumen yang mendukung pengelolaan entitas berdasarkan 
perspektif teori stakeholder, yakni argumen deskriptif, argumen instrumental dan 
argumen normatif. Argumen deskriptif menyatakan bahwa pandangan pemangku 
kepentingan secara sederhana merupakan deskripsi yang realistis mengenai 
bagaimana entitas sebenarnya beroperasi atau bekerja. Argumen instrumental 
menyatakan bahwa sikap manajemen terhadap pemangku kepentingan dinilai sebagai 
suatu strategi entitas. Argumen normatif menyatakan bahwa sikap manajemen 
terhadap pemangku kepentingan merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder lebih mengedepankan 
transparansi entitas terhadap para pemangku kepentingan dimana entitas menyadari 
bahwa stakeholder memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan 
hidup entitas.
Salah satu tujuan dari akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan 
yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang 
andal, bertanggung jawab dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi 
pelaksanaan atas keuangan masa lalu dalam rangka untuk pengambilan keputusan 
ekonomi dimasa depan. Pemikiran mengenai aset bersejarah bertumpu pada 
stakeholder theory, dimana pengelolaan keuangan atas aset yang dilakukan oleh 
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entitas, yang dalam hal ini adalah entitas publik berhubungan dengan pihak lain yang 
berkepentingan, baik pihak yang berada di dalam entitas itu sendiri maupun pihak 
luar entitas.
Para Stakeholder memiliki hak untuk menerima dan memperoleh informasi 
yang relevan termasuk informasi yang ada terkait aset bersejarah. Disamping itu, 
pengguna utama dari pelaporan keuangan pemerintah bukanlah investor yang tertarik 
untuk menerima pendapatan, melainkan wajib pajak yang tertarik untuk menilai 
apakah pemerintahan publik telah mengelola sumber daya publiknya secara efisien 
dan efektif (Aversano dan Ferrone, 2012). Selain itu, penyediaan informasi aset 
bersejarah dan sumber yang dibutuhkan akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah 
untuk pelestarian dan konservasi pusaka publik kepada para stakeholder.
B. Fiat Measurement Theory (Teori Pengukuran Fiat) 
Teori pengukuran umumnya berfokus pada pengembangan suatu alat ukur 
atau instrumen dengan bantuan seorang analis yang dapat mengukur atribut yang 
dimiliki oleh suatu objek, fenomena maupun sistem yang diteliti. Suwardjono (2016) 
mendefinisikan pengukuran (measurement) sebagai penentuan besarnya unit 
pengukur (jumlah rupiah) yang akan dilekatkan pada suatu objek (elemen atau pos) 
yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian atau keadaaan untuk merepresentasi 
makna atribut (atribute) objek tersebut. Atribut merupakan sesuatu yang melekat 
pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung oleh objek 
tersebut. Istilah pengukuran sering dibatasi penggunaannya untuk menentukan 
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jumlah rupiah pada saat pemerolehan atau terjadinya suatu objek (Suwardjono, 
2016).
Fiat Measurement Theory atau teori pengukuran fiat pertama kali 
diperkenalkan oleh Torgerson (1958). Pengukuran Fiat (fiat berarti dekrit) 
merupakan hal khas dalam ilmu-ilmu sosial dan dalam akuntansi untuk 
menggunakan definisi yang dibangun secara arbitrer (acak) untuk menghubungkan 
properti-properti tertentu yang diamati ke suatu konsep tertentu (Godfrey dkk, 2010). 
Pengukuran fiat tidak mendasarkan pengukurannya pada teori yang telah ada 
sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan berbagai cara dimana 
skala dapat dibuat. Torgerson (1958) juga menambahkan bahwa dalam akuntansi 
misalnya, berbagai dewan standar akuntansi menentukan skala akuntansi dengan fiat, 
bukan dengan mengacu pada teori pengukuran yang telah dikonfirmasi sebelumnya. 
Teori pengukuran fiat sangat diperlukan ketika melakukan pengukuran 
ekonomi terhadap aset bersejarah. Pada dasarnya aset bersejarah merupakan aset 
yang biasanya tidak diketahui nilai perolehannya, karena aset tersebut telah di 
peroleh selama beberapa dekade dan umumnya bukti-bukti maupun teori-teori yang 
mendasari aset tersebut tidak ada. Maka dari itu, penggunaan teori fiat akan sangat 
membantu entitas pengelola dalam menilai aset bersejarah karena penentuan atas 
atribut maupun nilai yang melekat pada aset tersebut dapat dilakukan dengan tanpa 
menunggu adanya konfirmasi atas teori-teori yang dibangun terkait dengan suatu aset 
bersejarah. 
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Pengukuran atas aset bersejarah sangat penting dilakukan karena dengan 
mengukur suatu aset maka kita dapat mengetahui nilai dari objek tersebut. Dalam 
memudahkan untuk melakukan suatu pengukuran sehingga memperoleh suatu hasil 
yang akurat dan dapat diandalkan kita dapat memilih tipe pengukuran yang sesuai 
dengan karakteristik objek yang diukur. Namun, perlu ditegaskan bahwa hal tersebut 
seharusnya tidak dilakukan begitu saja semata-mata untuk menaikkan nilai aset atas 
dasar harapan dan ramalan. Jadi, harus ada alasan yang kuat atau suatu kondisi 
khusus untuk dapat melakukan pengukuran (Suwardjono, 2016).
C. Barang Milik Negara (BMN)
Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu 
yang dapat dinilai dihitung/ diukur/ditimbang dan dinilai. Tidak termasuk barang 
adalah uang dan surat berharga. Barang milik negara adalah semua barang yang 
dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
Perolehan lainnya yang sah meliputi: barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan 
atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / 
kontrak; Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang–undang; atau barang 
yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap.
BMN memiliki jenis yang beragam, baik dalam hal bentuk, tujuan 
perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. PP No 71 tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan membagi BMN menjadi aset lancar, aset tetap, aset 
tak berwujud, aset lainnya, dan aset bersejarah. 
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1. Aset Lancar. Dikategorikan sebagai aset lancar apabila BMN tersebut 
diadakan dengan tujuan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam 
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perolehan. BMN yang memenuhi 
kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.
2. Aset Tetap. Dikategorikan sebagai aset tetap apabila BMN mempunyai masa 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual 
dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun 
dengan maksud untuk digunakan. Termasuk dalam kategori aset tetap adalah:
a. Tanah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah dan Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi 
pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan perwakilan 
Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut 
berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-
undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia 
berada bersifat permanen
b. Peralatan dan Mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan 
kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang 
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan 
dan dalam kondisi siap pakai.
c. Gedung dan Bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung 
dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai 
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dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 
Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang 
berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, 
serta Tugu Titik Kontrol.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup Jalan, 
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh 
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam 
kategori asset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan 
jaringan.
e. Aset Tetap Lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak 
dapat dikelompokkan ke dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan 
Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan 
untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 
BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi 
Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga, 
Hewan, Ikan dan Tanaman
f. Konstruksi dalam Pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-
aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan 
keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap 
lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya 
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
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3. Aset Tak Berwujud. Dikategorikan sebagai aset tak berwujud adalah aset non 
keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta 
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau 
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. 
4. Aset Lainnya. Dikategorikan sebagai Aset Lainnya adalah Aset yang tidak 
dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, berupa tagihan penjualan 
angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, daan kemitraan 
dengan pihak ketiga. 
5. Aset Bersejarah. Dikategorikan Aset Bersejarah adalah bangunan bersejarah, 
monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi, dan karya seni. Beberapa 
aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, 
lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca namun 
aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari 
suatu aset bersejarah:
a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin 
secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga 
pasar;
b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat 
pelepasannya untuk dijual; 
c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama 
waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
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d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus 
dapat mencapai ratusan tahun.
D. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
Efisiensi dan efektivitas sering dijadikan tolak ukur dalam menilai 
pengelolaan aset yang baik dan tepat. Tidak efisiennya pengelolaan aset akan 
mendatangkan lebih banyak biaya yang akan dikeluarkan karena sebagian besar aset 
membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan yang tidak sedikit. Disamping itu, 
tidak optimalnya pengelolaan aset akan menjadikan reputasi pemerintah dipandang 
belum kompeten dan serius dalam mengelola aset yang ada. Pengoptimalan aset 
negara/daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan aset (management asset) negara. 
Menurut Budisusilo dan Suryantoro (2005) manajemen aset adalah melaksanakan 
pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah berdasarkan prinsip dasar 
manajemen aset terhadap aset BMN/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan 
yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam sektor publik. Secara 
umum, manajemen aset bertujuan untuk mencapai kecocokan dan atau kesesuaian 
antara keberadaan aset dengan strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien.
Pengelolaan barang milik negara merupakan salah satu bentuk bagian dalam 
pengelolaan keuangan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 mendefinisikan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
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pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta 
pengawasan dan pengendalian.
1. Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran. Perencanaan kebutuhan adalah 
kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang 
sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
2. Pengadaaan. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan 
secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa untuk pemenuhan 
kebutuhan barang daerah. Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan 
cara pengadaan/pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola), 
penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga) dan 
tukar menukar.
3. Penggunaan. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna 
barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah 
yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Adapun, 
penggunaan itu sendiri dapat dilakukan dengan didasarkan atas tugas dan 
fungsi.
4. Pemanfaatan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang 
tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama 
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pemanfaatan dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status 
kepemilikan atas barang milik daerah.
5. Pengamanan dan Pemeliharaan. Pengamanan adalah kegiatan tindakan 
pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, 
administratif dan tindakan upaya hukum dalam hal legal audit, merupakan 
suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas 
permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset 
seperti status hak penguasaan yang lemah, aset yang dikuasai pihak lain, 
pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-lain. Pemeliharaan adalah 
kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu 
dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan 
berhasil guna.
6. Penilaian. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif 
didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan 
metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
7. Pemindahtanganan. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan 
barang milik negara/daerah.
8. Pemusnahan. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau 
kegunaan barang milik daerah.
9. Penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah 
dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang 
berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau 
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pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada 
dalam penguasaannya. 
10. Penatausahaan dan Pembinaan. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan 
yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan dan Pengendalian. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan 
untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan pengawasan 
merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan 
yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah yang 
dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang ada.
Dalam menjamin tercapainya sasaran pengelolaan BMN maka pengelolaan 
harus dilaksanakan berdasarkan asas-asasnya. Yakni sebagai berikut:
1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-
masalah dibidang pengelolaan barang milik negara yang dilaksanakan oleh 
kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang sesuai fungsi, 
wewenang, dan tanggungjawab masing-masing;
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara harus 
dilaksankan berdasarkan hokum dan peraturan perundang-undangan;
3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara 
harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang 
benar;
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4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara diarahkan agar barang 
milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan 
yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi pemerintah secara optimal;
5. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah serta 
penyusunan neraca pemerintah.
Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar 
menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan negara. Tertibnya 
pengelolaan barang milik daerah (aset tetap) membawa efek signifikan terhadap 
kesempurnaan penyajian atas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Dan 
untuk itu, perolehan informasi yang rinci mengenai aset tetap yang dimiliki akan 
membantu manajemen dalam membuat keputusan yang strategis dalam 
mempertahankan pengelolaan asetnya. Sistem manajemen aset yang tepat dapat 
dimanfaatkan untuk sistem pendukung keputusan bagi pihak manajemen dalam hal 
apakah aset yang dimiliki mempunyai nilai tambah (value added) bagi entitas serta 
dapat membuat estimasi apakah aset yang dimiliki masih layak untuk digunakan atau 
tidak. 
E. Aset Bersejarah (Herritage Assets) 
Sebagai istilah teknis, aset lebih menggambarkan makna definisional istilah 
aslinya daripada aktiva, harta atau kekayaaan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
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mendefinisikan aset sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi  
dan atau sosial yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah dan dapat diukur 
dalam satuan uang, termasuk di dalamnya sumber daya non keuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya 
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Internasional Public Sector 
Accounting Standar (IPSAS) 17 Properti, Plant and Aquipment menyatakan bahwa 
suatu aset dinyatakan sebagai heritage assets karena bernilai budaya, lingkungan 
atau sejarah. Sedangkan Financial Reporting Standard (FRS) 30 United Kingdom 
mendefiniskan aset bersejarah adalah aset tetap yang memiliki nilai sejarah, seni, 
pengetahuan, teknologi, dan lingkungan yang dijaga kelestariannya sebagai 
kontribusi atas budaya dan ilmu pengetahuan. 
Standar Akuntansi Pemerintah No 7 berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 
menjelaskan beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan 
kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh aset bersejarah meliputi: 
bangunan bersejarah, monumen, reruntuhan, candi, museum, situs arkeologi, 
kawasan konservasi hingga karya seni. Menurut Aversano dan Ferrone (2012) aset 
bersejarah mempunyai beberapa aspek yang membedakannya dengan aset- aset lain, 
diantaranya adalah:
a. Nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah yang terkandung di  dalam aset 
tidak mungkin sepenuhnya tercermin dalam istilah moneter;
b. Terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi nilai buku berdasarkan harga pasar 
yang sepenuhnya mencerminkan nilai seni, budaya, lingkungan, pendidikan atau 
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sejarah. Terdapat larangan dan pembatasan yang sah menurut undang- undang 
untuk masalah penjualan;
c. Keberadaan aset tidak tergantikan dan nilai aset memungkinkan untuk bertambah 
seiring berjalannya waktu, walaupun kondisi fisik aset memburuk;
d. Terdapat kesulitan untuk mengestimasikan masa manfaat aset karena masa 
manfaat yang tidak terbatas, dan pada beberapa kasus bahkan tidak bisa 
didefinisikan;
e. Aset tersebut dilindungi, dirawat serta dipelihara.
Lebih lanjut PSAP No. 07 tahun 2010 memberikan karakteristik khusus yang 
digambarkan sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, yakni meliputi:
a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara 
penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat 
pelepasannya untuk dijual;
c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu 
berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat 
mencapai ratusan tahun. 
Meskipun beberapa karakteristik aset bersejarah telah diungkapkan dalam 
beberapa pandangan di atas, namun hingga saat ini masih terjadi ketidakseragaman 
di dalam pelaporan keuangan akuntansi sektor publik dalam menjelaskan perlakuan 
akuntansi tentang aset bersejarah. Keberagaman atas karakteristik aset di atas telah 
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mengakibatkan para ahli mengalami kesulitan dalam menentukan perlakuan 
akuntansi yang tepat bagi aset bersejarah.  
1. Pengakuan Aset Bersejarah (Recognition of Herritage Assets)
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 
pemerintah dan mempunyai nilai atau beban yang dapat diukur dengan handal. 
Pengakuan atas aset didasarkan pada keterpemenuhan definisi aset, kemanfaatan 
ekonomi yang mengalir ke entitas serta memiliki nilai dan biaya yang dapat diukur 
dengan andal. Mekipun aset bersejarah merupakan aset yang tergolong ke dalam aset 
tetap, namun pada penyataannya beberapa aset bersejarah tidak dapat diukur dengan 
handal.
Barton (2000) mengkategorikan benda bersejarah sebagai barang “dalam 
kepercayaan” dan disajikan dianggaran terpisah sebagai aset layanan. Mautz (1988) 
juga beralasan benda bersejarah tidak seharusnya diakui sebagai golongan aset 
karena ketidakmampuannya dalam menghasilkan aliran kas positif bagi entitas 
pengelola. Ia menjelaskan bahwa layanan yang diberikan oleh benda warisan 
ditawarkan secara bebas kepada publik atau dengan biaya minimum, namun biaya 
pemeliharaaanya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan yang 
mengalir ke entitas yang mempertahankan mereka, maka dari itu barang bersejarah 
merupakan kewajiban bagi entitas pengelola.
Carnigie dan Wolnizer (1999) berpendapat bahwa benda bersejarah bukanlah 
aset, karena tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset baik dalam hal 
akuntansi konvensional maupun dalam istilah komersial, dan untuk itu ia 
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menjelaskan bahwa benda bersejarah akan lebih tepat jika mengklasifikasikannya 
sebagai kewajiban atau secara alternatif disebut sebagai fasilitas dan menyajikannya 
secara terpisah di dalam laporan keuangan. Lain halnya dengan Micallef dan Pierson 
(2000), mereka menjelaskan bahwa heritage assets dapat dipertimbangkan sebagai 
aset karena dapat membantu entitas meraih tujuannya, maka dari itu aset bersejarah 
dapat dimasukkan ke dalam neraca. Secara rinci, tabel berikut ini akan 
menggambarkan beberapa pendapat pada ahli dalam mengakui suatu warisan 
bersejarah:
Tabel 2.1
Perbedaan Pendapat tentang Pengklasifikasian Aset Bersejarah
Peneliti Pendapat tentang Aset Bersejarah
(Heritage Asset)
Micallef dan Peirson 
(1997)
Aset bersejarah tergolong ke dalam aset dan 
dapat dimasukkan dalam neraca (Heritage assets 
are considered assets and they can be included 
on the balance sheet).
Christiaens (2004), 
Christiaens dan Rommel 
(2008) dan Rowles et 
al.(1998)
Aset bersejarah harus dimasukkan dalam neraca 
meskipun tidak memenuhi definisi resmi 
(Heritage assets should be reported in the 
balance sheet not with standing their non -
compliance with the official definitions).
Barton (2000) Aset bersejarah harus disajikan dalam anggaran 
terpisah sebagai “aset layanan’’. (Heritage 
assets must be represented in a separate budget 
as "services assets").
Pallot (1990), (1992) Aset bersejarah harus disajikan dalam kategori 
yang terpisah dari aset sebagai “aset daerah” 
(Heritage assets must be represented in a 
separate category of asset as "community 
assets").
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Mautz (1988) Aset bersejarah harus disajikan pada kategori 
terpisah dari aset sebagai “fasilitas” (Heritage 
assets must be represented in a separate 
category of asset as "facilities").
Nasi et al. (2001) Aset bersejarah tidak harus disajikan dalam 
neraca (Heritage assets should not be reported 
in the balance sheet).
Carnegie dan Wolnizer 
(1995)
Aset besejarah bukanlah aset dan akan lebih 
tepat diklasifikasikan sebagai liabilitas, atau 
secara alternatif disebut sebagai fasilitas dan 
menyajikannya secara terpisah (Heritage assets 
are not assets and it would be more appropriate 
to classify them as liabilities, or alternatively to 
call them facilities and show them separately).
Sumber: Aversano dan Christiaens (2012) dalam Anggraini dan Chariri (2014)
Tabel di atas merupakan gambaran singkat pendapat para ahli dalam 
mengkategorikan warisan bersejarah ke dalam jenis aset maupun kewajiban. Nampak 
terjadi perdebatan terkait dengan penggolongan atas benda bersejarah tersebut. Hal 
ini tidak mengherankan karena umumnya pada beberapa negara dalam standar yang 
dijadikan pedoman dalam praktiknya mengakui aset bersejarah disesuaikan dengan 
peraturan/kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan No. 5 Tahun 2013, aset tetap diakui pada saat manfaat 
ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. 
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan 
hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk 
dapat diakui sebagai aset tetap adalah: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih 
dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak 
dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun 
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dengan maksud untuk digunakan. Untuk aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi 
diakui pada saat aset tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
Secara khusus aset bersejarah lebih dikaitkan dengan benda/barang cagar 
budaya. UU No. No. 11 tahun 2010 mendefinisikan cagar budaya adalah warisan 
budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, 
Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ di air yang perlu 
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 
Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh benda/cagar budaya meliputi: berusia 50 
(lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima 
puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 
agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian 
bangsa.
Di Indonesia, aset bersejarah diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP). Dalam PSAP disebutkan bahwa aset bersejarah merupakan 
aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan 
kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari 
segala macam tindakan yang dapat merusak aset tersebut. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa aset bersejarah merupakan aset yang digambarkan dengan 
kualitas sejarah, budaya dan diharapkan dapat dipertahankan dalam kurun waktu 
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yang tidak terbatas serta dibuktikan dengan adanya kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan.  
2. Model Penilaian Aset Bersejarah 
Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada 
data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu 
untuk memperoleh nilai. Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan menggunakan 
biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak 
dapat diidentifikasi, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat 
perolehan. Pada kenyataannya, beberapa aset bersejarah sulit untuk dinilai, 
disamping merupakan aset yang secara khusus lebih dikaitkan dengan nilai 
kesejarahannya, aset juga umumnya telah diperoleh dengan berbagai macam cara 
perolehan, baik dengan cara donasi, hibah, rampasan, sitaan dan pembangunan yang 
telah terjadi selama beberapa periode yang lalu. Berikut ini merupakan model 
penilaian yang dapat digunakan dalam menilai aset bersejarah:
a. Menurut Valuing Cultural Heritage – Applying Environmental Valuation  
Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artefact (Navrud dan Ready, 
2002), penilaian pada aset bersejarah didasarkan pada teknik penilaian non pasar 
dalam bentuk Willingness to Pay (WTP). Metode ini mengadaptasi penerapan 
valuasi ekonomi pada pengelolaan sumberdaya alam dengan cara melalui survei 
langsung untuk mengukur kesediaan membayar (Willingness To Pay) responden 
pada suatu upaya konservasi.
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b. Generally Recognised Accounting Practice (GRAP) 103 (2011) menjelaskan 
penilaian yang dilakukan pada aset bersejarah saat aset tersebut diperoleh dengan 
tanpa biaya atau biaya nominal, aset  harus diukur pada nilai wajar pada tanggal 
akuisisi. Ketika penilaian dengan model biaya yang digunakan, aset bersejarah 
dicatat pada biaya dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tidak 
disusutkan, karena mereka tidak memiliki masa manfaat terbatas. Pada Model 
revaluasi untuk pengukuran berikutnya, jika nilai wajar dari kelas aset warisan 
dapat diukur secara andal, maka entitas harus membawa kelas aset warisan pada 
jumlah revaluasi. Jumlah tersebut yang dinilai kembali adalah nilai wajar pada 
tanggal revaluasi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh 
dari transaksi non-exchange, suatu entitas harus menerapkan prinsip- prinsip atas 
bagian penentuan nilai wajar. Setelah itu, entitas dapat memilih untuk 
mengadopsi baik model revaluasi atau model biaya sesuai dengan GRAP 103.
c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 (revisi 2011) memberikan 
keleluasan kepada entitas dalam  memilih model penilaian yang akan digunakan 
baik menggunakan biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. 
Pada model biaya, setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya 
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai 
aset. Dan pada model revaluasi setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai 
wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu 
nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi 
rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus 
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dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa 
jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan 
menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.
d. Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07 (2010) 
penilaian kembali (revaluation) tidak diperbolehkan karena SAP menganut 
penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal 
terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi 
atas aset yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini 
mencerminkan nilai wajar sekarang. Namun, khusus pada aset bersejarah yang 
memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, 
sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran, untuk 
kasus tersebut aset akan diterapkan prinsip penilaian yang sama seperti aset tetap 
pada umumnya. Penggunaan fair value dalam menilai aset bersejarah merupakan 
metode yang paling umum digunakan. Namun, metode ini tidak dapat digunakan 
untuk semua jenis aset bersejarah, terutama pada aset yang yang tidak memiliki 
estimasi harga pasar. Namun, dalam hal menggunakan nilai pasar pada aset 
bersejarah, juga sangat tidak memungkinkan, karena aset bersejarah merupakan 
salah satu aset pemerintah yang tidak dapat untuk diperjualbelikan. 
Beberapa teknik penilaian diatas secara umum mencoba untuk menemukan 
bagaimana sebenarnya metode penilaian yang tepat pada aset bersejarah yang 
kemudian dapat untuk diaplikasikan secara universal. Kemungkinan untuk 
merekonstruksi nilai aset mungkin tidak mengarah pada perkiraan nilai awalnya yang 
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dapat diandalkan (Barton, 2000), ini menyiratkan ketidakmungkinan untuk 
menemukan metode valuasi yang memuaskan yang akan digunakan untuk
mengevaluasi aset bersejarah yang memenuhi tujuan pelaporan keuangan (Aversano 
dan Ferrone, 2012). Hal ini pada gilirannya membuat identifikasi dan proses 
penilaian aset bersejarah jauh lebih sulit (Ouda, 2014). Namun terlepas dari itu 
semua, secara umum standar membebaskan model penilaian mana yang cocok untuk 
digunakan dalam menilai aset bersejarah, baik model penilaian kembali (revaluation) 
maupun model biaya. Kebebasan tersebut diharapkan agar entitas dapat menyediakan 
informasi yang lebih relevan dan lebih bermanfaat. 
3. Alternatif Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah
Barton (2000) menjelaskan bahwa tahap pengungkapan aset bersejarah 
merupakan tahap yang paling penting, karena sebagai pengelola dan pemelihara asset 
bersejarah pemerintah harus menyajikan laporan keuangan untuk transparansi dan 
akuntabilitas terhadap manfaat yang mereka peroleh dari aset tersebut. Selain itu, 
Ouda (2014) juga menambahkan bahwa pengungkapan dilakukan untuk melihat 
kinerja yang dilakukan pemerintah pada aset bersejarah, seperti pemasukan dan 
pengeluaran yang dilakukan untuk aset tersebut. 
Aset bersejarah merupakan bagian dari aset tetap yang memenuhi kriteria 
pengakuan, namun meskipun demikian pada kenyataannya perlakuan akuntansi pada 
tahap pengungkapan aset tersebut tidaklah diperlakukan sama seperti aset tetap 
lainnya di dalam laporan keuangan, hal ini dikarenakan adanya pertimbangan atas 
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penggunaan aset yang digunakan. Pengungkapan aset bersejarah terdiri atas dua 
macam cara, yaitu: 
a. Operational Heritage Assets. Aset bersejarah ini merupakan jenis aset yang 
memiliki fungsi ganda yaitu selain sebagai tempat berwisata dan bukti 
peninggalan sejarah, aset ini juga memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan 
operasi pemerintah sehari-hari, misalnya digunakan sebagai tempat perkantoran. 
Jenis aset bersejarah ini perlu dikapitalisasi dan dicatat dalam neraca sebagai aset 
tetap. Seperti yang telah diatur di dalam PSAP No. 07. Tahun 2010.
b. Non-operational Heritage Assets. Aset jenis merupakan aset yang murni 
digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dikandungnya. Berbeda 
halnya dengan aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional, aset 
ini tidak memiliki nilai ganda. Agustini dan Putra (2011) menjelaskan di 
Amerika, jenis aset ini disebut heritage assets, sedangkan untuk aset yang 
digunakan untuk kegiatan operasional disebut multi-use heritage assets. Jenis non 
operational heritage assets dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: tanah dan 
bangunan bersejarah (cultural heritage assets), karya seni (collection type 
heritage assets) dan situs-situs purbakala atau landscape (natural heritage 
assets). PSAP No. 07 memasukkan aset dalam kategori ini bukan di dalam 




Herritage Assets (aset bersejarah) merupakan salah satu aset pemerintah 
yang memiliki sifat dan karakteristik unik. Aset bersejarah di bangun oleh teori 
stakeholder dimana informasi pelaporan atas aset sangat bergantung pada 
kepentingan para stakeholder baik yang secara langsung maupun tidak langsung 
terlibat dalam memperoleh informasi terkait dengan aset tersebut. Disamping itu, 
penggunaan fiat measurement theory di rasa mampu untuk menjawab dan menilai 
atribut yang melekat pada aset bersejarah. Teori inilah yang kemudian dapat 
dijadikan dasar dalam mengetahui bentuk perlakuan aset bersejarah mulai dari tahap 
pengakuan aset, penilaian dan pengungkapan aset di dalam penyajian laporan 
keuangan. Disamping itu, peneliti juga berusaha untuk mengungkap bentuk 
perlakuan akuntansi pada aset bersejarah yang dilakukan dalam pengelolaan aset 
daerah. Sehingga dengan demikian, hal ini akan berdampak pada peningkatan proses 
pembuatan laporan keuangan yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan 
keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam rangka untuk memahami perlakuan untuk aset bersejarah, maka 
dengan didasarkan pada landasan teori yang telah diuraikan diatas, secara singkat 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
paradigma interpretif. Menurut Moeloeng (2010) Penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain 
secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
ilmiah. 
Penggunaan paradigma interpretif dikarenakan paradigma interpretif lebih 
mengutamakan pada makna, secara khusus dimaksudkan untuk menafsirkan (to 
interpret) dan memahami (to understand) teori dan memahami konteks sosial dari 
tindakan nyata dalam praktik akuntansi yang ada. Penelitian kualitatif yang dipakai 
dalam penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan yang secara signifikan 
mempengaruhi penajaman substansi penelitian. Pertimbangan ini merupakan suatu 
konsep dimana penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan 
antara peneliti dan informan.
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2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya 
(BPCB) Sulsel yang berlokasi di Benteng Rotterdam tepatnya di Jl. Ujung Pandang 
No. 1 Kompleks Benteng Rotterdam Makassar. Adapun objek penelitian ini yaitu 
Fort Rotterdam (Benteng Ujung Pandang). 
Gambar 3.1
Lokasi Benteng Ujung Pandang
Sumber: Google Maps
Fort Rotterdam dipilih menjadi setting penelitian dikarenakan Fort 
Rotterdam merupakan salah satu aset bersejarah yang dimiliki oleh negara. 
Disamping merupakan situs warisan bersejarah, Fort Rotterdam juga merupakan 
salah satu icon dan tujuan utama tempat wisata yang didatangi oleh para wisatawan 
lokal maupun wisatawan asing dari berbagai manca negara. Oleh karena itu, penting 
untuk mengetahui bagaimana aset tersebut dikelola dan dipelihara, dan salah satu 
cara melihat hal tersebut adalah dengan mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi 
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dari segi penilaian, pengakuan dan pengungkapan aset tersebut di dalam laporan 
keuangan.
B.   Pendekatan Penelitian
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan etnografi. Menurut Atkinson dan Hammersley (1994) 
etnografi merupakan metode yang biasa digunakan dalam menggali atau meneliti 
fenomena sosial, data tidak terstruktur, kasus dengan data sedikit, dan analisis atas 
data tentang arti dari tindakan manusia. Pendekatan etnografi bertujuan untuk 
mempelajari peristiwa kultural yang menyajikan pandangan hidup subjek yang 
menjadi objek studi (Widhianningrum dan Amah, 2014). Lebih lanjut Morse (1992) 
menjelaskan bahwa etnografi lebih mencari aspek eksplisit dari budaya, sedangkan 
Sorrell dan Redmond (1995) menganggap bahwa hasil dari etnografi adalah 
perpindahan ide-ide secara bebas dan saling bertukar informasi.
Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka penelitian ini dianggap 
tepat jika menggunakan metode etnografi karena penelitian ini termasuk penelitian 
sosial karena menggagas ide dari nilai budaya. Penelitian ini ingin memaparkan atau 
menjelaskan dan menggambarkan berbagai situasi dan kondisi yang ada pada objek 
penelitian berdasarkan kenyataan yang ada dengan pendekatan etnografi. Jadi, 
penelitian ini adalah penelitian yang akan menjelaskan dan menggambarkan 
bagaimana pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan akuntansi pada aset 
bersejarah Fort Rotterdam di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi 
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Selatan dengan didasarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia yang tertuang di 
dalam Undang-undang Dasar dan Bhineka Tunggal Ika.
C.   Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. 
Menurut Moleong (2010) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-
kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, arsip dan lain-
lain yang mendukung penelitian ini. Adapun, sumber data yang digunakan oleh 
peneliti terbagi atas:
1. Data Primer.
Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung melalui 
pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden yang memenuhi 
kriteria yaitu pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulsel. Berikut ini 
merupakan tabel daftar informan dalam penelitian ini:
Tabel 3.1









Kasubag Tata Usaha Fort Rotterdam, Jum’at 03 
November 2017
2.
Nurdianti, S.E Kepala Bagian Penyusun 
Laporan Keuangan 
Fort Rotterdam, Jum’at 03 
November 2017
3.
Ratna Sari Dewi 
M, SE
Pengolah Data Barang 
Milik Negara (BMN) 
Fort Rotterdam, Selasa 24 
Oktober 2017.
4.




Fort Rotterdam, Selasa 24 
Oktober 2017.
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Sumber: Data diolah peneliti, 2017.
2.   Data Sekunder
Data sekunder merupakan data tambahan yang akan digunakan untuk 
melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi; Laporan 
Keuangan, profil BPCB Sulsel, profil Fort Rotterdam dan dokumen ataupun arsip 
dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada maupun foto yang dihasilkan 
sendiri serta data maupun informasi lain yang relavan dengan penelitian ini. 
D.  Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan 
demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
1.   Observasi
Observasi (observation) merupakan teknik atau pendekatan untuk 
mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. 
Disamping itu, observasi yang dilakukan tidak hanya dengan mengamati saja, 
melainkan pendekatan observasi untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan 
mengamati (dengan mata), mendengarkan (dengan telinga), membaca (dengan 
pikiran), mencium (dengan hidung) dan meraba (dengan tangan). Disini, peneliti 
akan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung, serta 
melihat dan mengamati objek penelitian, mulai dari kondisi fisik objek penelitian, 
keusangan benda, pemeliharaan atas objek, mencatat segala sesuatu yang 
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berkembang di lapangan hingga berusaha menemukan bukti maupun informasi lain 
yang relavan dengan penelitian yang dilakukan.
2.   Wawancara
Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode wawancara terbuka 
dengan metode teknik semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara lebih 
bebas yang merupakan gabungan dari teknik wawancara terstruktur dan tidak 
terstruktur. Teknis pelaksanaannya mula-mula peneliti menanyakan serentetan 
pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan 
mengorek keterangan lebih lanjut. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk 
menemukan permasalahan yang lebih terbuka serta memperoleh jawaban maupun 
keterangan yang lebih lengkap dan mendalam. Wawancara dilakukan secara terbuka 
dimana para informana tahu bahwa mereka sedang di wawancarai dan mengetahui 
apa maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Kegiatan ini dilakukan sebagai 
upaya untuk memperoleh data dari informan yang berupa pemahaman, perasaan dan 
makna sesuatu. Dalam wawancara dengan informan peneliti memberikan keleluasaan 
kepada mereka untuk menjawab segala pertanyaan, sehingga memperkuat data-data 
melalui pengamatan.
3.   Internet Searching
Internet searching merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 
penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan 
perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan 
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data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang 
penelitian. 
4.   Dokumentasi  
Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang 
memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. 
Dokumen biasanya berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 
biografi, peraturan, kebijakan yang berkaitan dengan perubahan budaya entitas 
seperti arsip-arsip, dokumen tertulis dan dokumen berupa foto-foto dan lainnya. 
Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas 
mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek 
kesesuaian data dan merupakan bahan utama dalam penelitian.
E.   Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat beberapa alat yang digunakan dalam 
memperoleh data yang dibutuhkan dan diharapkan instrumen penelitian ini mampu 
untuk membuktikan hasil penelitian yang ada. Adapun instrumen penelitian yang 
dimaksud meliputi: pedoman wawancara, handphone, kertas, alat tulis, flashdisk dan 
notebook.
F.   Teknik Pengelolaan dan Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data-data yang yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan 
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ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilah yang mana yang lebih penting 
dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami 
oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun, aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 
Langkah-langkah pokok dalam teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian 
ini mengarah pada model Miles dan Huberman (1992) sebagai berikut:
1.   Reduksi Data (Data Reduction)
Dalam proses mereduksi data, peneliti akan merangkum, memilah data yang 
pokok dan penting serta membuat kategorisasi. Adapun, data-data lainnya yang tidak 
relavan dengan penelitian yang dilakukan akan dipisahkan guna untuk memudahkan 
dalam melakukan analisis. 
2.   Penyajian Data (Data Display)
Setelah data yang diperoleh di reduksi, maka selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 
Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih sering menggunakan penyajian data dalam 
bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data tersebut, maka akan 
memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dilapangan dan berguna 
untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang telah di pahami.
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3.   Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclution Drawing/Verification)
Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan aktivitas terakhir yang 
dilakukan dalam menganalisis data yang ada. Masalah dan rumusan masalah dalam 
penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan masih akan berkembang setelah 
penelitian berlangsung dilapangan. Oleh karena itu, kesimpulan yang akan di ambil 
oleh peneliti akan sangat bergantung dengan data maupun bukti-bukti lain yang valid 
saat penulis berada di lapangan. Analisis data akan terus dilakukan sejalan dengan 
pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti tidak akan memaparkan semua temuan 
data yang diperoleh, namun hanya data-data yang terkait dengan batasan penelitian. 
G.   Pengujian Keabsahan Data
Validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif sering dinamakan 
kredibilitas. Pencapaian atas kredibilitas dapat menggunakan beberapa prosedur 
diantaranya: triangulation, research reflexivity, disconforming evidence, 
collaboration hingga prolonged engagent in the field. Dalam penelitian ini, data yang 
telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus 
diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Dengan melihat pemahaman 
pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan banyaknya keberagaman atas 
sumber data dan teori yang di kumpulkan maka peneliti harus memilih dan 
menentukan cara-cara yang tepat guna untuk meningkatkan validitas dan reabilitas 
data yang telah diperoleh. Adapun, teknik maupun prosedur yang digunakan oleh 
penelitian ini meliputi empat hal, yaitu: 
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1.   Triangulasi Sumber Data
Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran atas informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data melalui wawancara, observasi, 
dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi 
dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau 
data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula 
mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan 
pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
2.   Triangulasi Teori (Theory Triangulation)
Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang 
lebih baik saat memahami data. Rumusan informasi merupakan hasil akhir akhir dari 
penelitian kualitatif. Informasi yang telah ada kemudian akan dibandingkan dengan 
perspektif teori yang relavan untuk sedapat mungkin menghindari bias individual 
atas kesimpulan maupun temuan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jika beragam 
teori menghasilkan kesimpulan analisis sama maka validitas ditegakkan.
3.   Menggunakan Bahan Referensi
Bahan referensi yang dimaksud adalah bahan pendukung yang digunakan 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data-
data maupun informasi yang diperoleh dari hasil wawancara perlu didukung dengan 
adanya rekaman ataupun transkrip hasil waancara, foto-foto maupun dokumen-





Hasil penelitian ini berisikan atas gambaran umum terhadap objek dan lokasi 
dilaksanakannya kegiatan penelitian. Adapun, dalam rangka untuk memahami dan 
mengetahui hasil penelitian yang dilakukan, penulis mula-mula akan menjelaskan 
gambaran umum objek yang dalam hal ini adalah Fort Rotterdam (Benteng Ujung 
Pandang) kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan profil dari lokasi atau tempat 
penelitian dilaksanakan yakni di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi 
Selatan.
1. Gambaran Umum Fort Rotterdam (Benteng Ujung Pandang)
Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan salah satu benteng 
peninggalan bersejarah yang hingga saat ini masih utuh dan terawat dengan baik. 
Benteng ini merupakan salah satu identitas kota Makassar yang menyuguhkan 
keindahan arsitektur bangunan peninggalan penjajah (Belanda dan Jepang) dan 
kerajaan lokal (Kerajaan Gowa) yang menjadi tujuan dan destinasi utama pariwisata 
di Provinsi Sulawesi Selatan terkhususnya di Kota Makassar.
a. Letak Geografis
Secara geografis, Fort Rotterdam terletak di antara 5’07’55” – 5’08’08” 
Lintang Selatan dan 119’24’14” – 119’24’26” Bujur Timur. Lokasi Fort Rotterdam 
berada di Jalan Ujung Pandang Nomor 1, Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung 
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Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lingkupan sekitar lokasi Fort 
Rotterdam di sebelah Utara, berbatasan dengan Riburane; sebelah Timur berbatasan 
dengan Jalan Slamet Riyadi; Selatan berbatasan dengan Jalan W. R. Supratman dan 
di sebelah Barat Fort Rotterdam berbatasan dengan Selat Makassar.
b. Bentuk dan Arti Nama Fort Rotterdam
Sebagai salah satu warisan bersejarah, Fort Rotterdam memiliki nama yang 
khas dan beragam yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar dalam menyebut 
benteng ini. Adapun arti maupun makna dari nama-nama yang biasa digunakan 
dalam penyebutannya pun bervariasi. Dimasa kejayaan kerajaan Gowa, awal 
mulanya benteng ini disebut dengan sebutan Benteng Ujung Pandang, hal ini 
dikarenakan lokasi benteng yang terletak di ujung dimana banyak tumbuhan pandan 
tumbuh. Disamping itu, masyarakat Gowa umumnya menyebut Fort Rotterdam 
dengan istilah benteng Pannyuwa (penyu), hal ini disebabkan oleh adanya 
penonjolan pada bagian belakang benteng yang berbentuk seperti seekor penyu yang 
sedang merangkak menuju lautan. Adapun latar belakang penafsirannya berbentuk 
penyu adalah penyu hidup di laut dan bertelur di darat, ditafsirkan keberanian dan 
kepahlawanan orang-orang Gowa di laut dan kejayaan di darat. Ada juga yang 
menafsirkan bahwa penyu mempunyai punggung yang kuat dan keras untuk 
melindungi dirinya, ditafsirkan Fort Rotterdam sebagai pelindung bagi rakyat dan 
kerajaan gowa.
Nama lain dari benteng Ujung Pandang juga dikenal dengan sebutan Kota 
Towayya (kota tua). Penyebutan ini disebabkan oleh penggunaan fungsi benteng 
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dimasa lalu yang dijadikan sebagai salah satu pusat pemerintahan kerajaan Gowa. 
Terakhir, di tahun 1667 nama benteng Ujung Pandang diganti oleh pemerintah 
Belanda dengan nama Fort Rotterdam yang diambil dari nama tempat kelahiran 
Jenderal Cornelis Janscoon Speelman di sebagai bentuk penghargaan atas jasa-
jasanya dalam memimpin perang ke Makassar. 
c. Sejarah Fort Rotterdam 
Benteng Ujung Pandang atau yang saat ini dikenal Fort Rotterdam 
merupakan lambang kemegahan dan kejayaan Kerajaan Gowa-Tallo di abad ke 16 
dan 17. Benteng ini dibangun oleh Raja Gowa ke 9 yang bernama I Manrigau Daeng
Bonto Karaeng Lakiung Tumapa’risi’ Kallonna dan kemudian pembangunan 
benteng ini diselesaikan oleh putranya Raja Gowa ke 10 dengan nama I Manrigau 
Daeng Bonto Karaeng Lakiung dengan gelar Karaeng Tunipalangga Ulaweng di 
tahun 1545. Awalnya, benteng ini dibuat dengan berbahan dasar tanah liat dan 
berbentuk segi empat seperti halnya benteng bergaya Portugis dengan bahan dasar 
campuran batu dan bata. Namun, di tahun 1634 benteng ini di rekonstruksi dan 
diperbaiki atas perintah Raja Gowa ke 14 yaitu Imangerangi Daeng Manrabia 
(Sultan Alauddin) dengan membuat tembok dari batu padas hitam, batu karang, dan 
bata dengan menggunakan kapur dan pasir sebagai perekat. Pada tahun berikutnya, 
dibangun lagi tembok kedua di dekat pintu gerbang benteng. 
Dimasa pemerintahan Raja Alauddin, kerajaan Gowa berkembang menjadi 
sebuah kota bandar niaga besar dan menjadi pelabuhan transit perdagangan rempah-
rempah dengan pedagang-pedagang yang berasal dari Eropa hingga Cina. Benteng 
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ini merupakan salah satu dari total 15 benteng pelindung yang dimiliki oleh kerajaan 
Gowa dengan benteng Somba Opu sebagai benteng induk yang difungsikan sebagai 
tempat tinggal raja sekaligus merupakan jantung dan pusat kota kerajaan Gowa. 
Benteng-benteng pelindung lainnya meliputi: benteng Tallo, benteng Ana' Tallo, 
benteng Ujung Tanah, benteng Pattunuang, benteng Mariso, benteng Bontorannu, 
benteng Barobboso, benteng Kale Gowa, benteng Ana' Gowa, benteng Garassi, 
benteng Panakkukang, benteng Galesong, benteng Barombong dan benteng 
Sanrobone yang membentengi pesisir pantai kerajaan Gowa-Tallo dari utara ke 
selatan. Beberapa benteng sengaja dibangun pada masa pemerintahan Sultan 
Alauddin sebagai langkah antisipatif pertahanan Kerajaan Gowa-Tallo atas 
meningkatnya skala ketegangan dengan VOC yang bermaksud untuk untuk 
menguasai perdagangan di Makassar. 
Pada tahun 1666, Cornelis Janszoon Speelman menyatakan perang terhadap 
Kerajaan Gowa-Tallo yang dikenal dengan nama Perang Makassar. Selama setahun, 
benteng tersebut digempur oleh Belanda hingga menyebabkan kekalahan di pihak 
kerajaan Gowa. Perang tersebut diakhiri dengan Perjanjian Bungaya antara pihak 
Kerajaan Gowa-Tallo yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dengan pihak Belanda 
yang diwakili oleh Speelman. Salah satu butir perjanjian adalah menghancurkan 
seluruh benteng pertahanan kerajaan Gowa-Tallo kecuali benteng Benteng Ujung 
Pandang dan menyerahkan benteng tersebut berikut perkampungan dan 
lingkungannya kepada pemerintah Belanda. Alasan pemilihan atas benteng 
Ujungpandang sebagai pusat pemukiman Belanda yang baru didasarkan pada 
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keadaan alam, letak yang strategis, dan sangat cocok untuk dijadikan pelabuhan 
dibanding benteng-benteng lainnya. Gubernur Jenderal Speelman kemudian 
membangun kembali benteng yang sebagian hancur dengan gaya arsitektur Belanda. 
Pada masa ini, benteng dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan penampungan 
rempah-rempah Belanda di Indonesia bagian timur.
Sejak tahun 1667 benteng ini pernah difungsikan sebagai markas komando 
pertahanan, kantor pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat 
pemerintahan Belanda. Disini pula Pangeran Diponegoro pernah ditawan sejak tahun 
1833 sampai dengan wafatnya pada 8 Januari 1855. Di benteng ini pula pada masa 
penahanannya Diponegoro menyusun catatan (notebook) tentang budaya Jawa antara 
lain wayang, mitos, sejarah dan ilmu pengetahuan. Sebelumnya pada tahun 1830-
1833 Pangeran Diponegoro di Manado telah menyusun sebuah naskah yang 
kemudian dikenal dengan nama Babad Diponegoro dan oleh UNESCO pada tahun 
2013 ditetapkan sebagai Memory of The World.
Selama lebih dari 200 tahun Belanda memfungsikan benteng Rotterdam 
sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomiannya. Hingga ditahun 1908 
Belanda tidak lagi memfungsikan benteng Rotterdam sebagaimana fungsi awalnya 
yaitu benteng pertahanan. Pada tahun 1937, Benteng Rotterdam diserahkan oleh 
Pemerintah Belanda kepada Yayasan Fort Rotterdam. Pada tahun 1938 berdiri 
Celebes Museum di bekas kediaman Cornells Speelman, museum ini ditutup pada 
masa pendudukan Jepang. Dan kemudian pada tanggal 23 Mei 1940 benteng ini 
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didaftarkan sebagai monumen sejarah yang dilindungi dengan Nomor Registrasi 
1010 sesuai Monumenten Ordonantie Staatsbladt 238 tahun 1931.
Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), Benteng Rotterdam dijadikan 
kantor administrasi Angkatan Laut Jepang Wilayah Indonesia Timur. Selain itu, 
Jepang juga menjadikannya sebagai Pusat Studi Bahasa dan Penelitian Pertanian. 
Pada tahun 1945-1949, benteng Rotterdam digunakan sebagai pusat kegiatan 
pertahanan Belanda dalam menghadapi pejuang-pejuang Republik Indonesia. Pada 
tahun 1950 benteng sempat menjadi tempat tinggal anggota TNI dan warga sipil, 
sebelum jatuh kembali ke tangan Belanda pada tahun yang sama dalam rangka 
pembentukan Negara Indonesia Timur dan dijadikan Pusat Pertahanan Tentara 
Koninklijke Nederlandsch Indische Leger (KNIL) untuk menghadapi Tentara 
Nasional Indonesia (TNI).
Pada tahun 1970 benteng Rotterdam diserahkan ke Indonesia. Benteng 
Rotterdam kemudian kembali difungsikan sebagai fasilitas militer oleh TNI hingga 
awal abad 21, kemudian direstorasi dan dialihfungsikan menjadi Pusat Studi Budaya 
Sulawesi. Hingga saat ini benteng Rotterdam menjadi kantor dan tempat 
penyimpanan koleksi oleh Museum La Galigo sebagai UPTD Pemprov Sulawesi 
Selatan dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan. Berdasarkan 
Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 
PM.59/PW.007/MKP/2010 benteng Rotterdam ditetapkan sebagai Benda Cagar 
Budaya pada tanggal 22 Juni 2010. Kemudian di tahun 2014 benteng Fort Rotterdam 
kembali ditetapkan sebagai salah satu situs Cagar Budaya Nasional berdasarkan 
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Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 
2014. 
2. Profil Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan merupakan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang 
Pelestarian Cagar Budaya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Direktur Jenderal Kebudayaan. Kantor BPCB berada di Jl. Ujungpandang no.1, 
kompleks benteng Rotterdam, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.
a. Awal Pembentukan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan
Penanganan kepurbakalaan di Indonesia, berawal dari pembentukan suatu 
komisi non pemerintah pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan nama 
Nederlandsch Indie Voor Oudheixkundig Onderzoek op Java en Madura
dengan wilayah kerja Jawa dan Madura yang berkedudukan di Jakarta. Pada Juni 
1913 diterbitkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 62 yang 
menyatakan resminya didirikan lembaga khusus yang menangani permasalahan 
kepurbakalaan dengan nama Oudheidkundige Dients in Nederlandsch Indie. 
Pada masa pemerintahan Jepang di tahun 1942, Oudheidkundige Dients in 
Nederlandsch Indie berganti menjadi Jawatan Urusan Barang-barang Purbakala yang 
berkantor di Yogyakarta. Kemudian pada 1945 Oudheidkundige Dients dijalankan 
kembali oleh Belanda yang dipimpin oleh V. R. Van Romant dengan memindahkan 
pusat kegiatannya di Makassar. Kantor cabang di Makassar dipimpin oleh J. C. 
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Krijgsman yang dibantu oleh ahli prasejarah Van Heekeren. Selanjutnya 1950 
dipindahkan ke Bali. 
Pada 1951 Jawatan Purbakala diubah menjadi Dinas Purbakala di bawah 
Jawatan Kebudayaan Departemen Pengajaran dan Kebudayaan (P. dan K). Lalu, 
ditahun 1956 Dinas Purbakala diubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan 
Nasional (LPPN) di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pengajaran 
dan Kebudayaan. LPPN memiliki kantor cabang di Prambanan, Jawa Tengah; 
Mojokerto, Jawa Timur; Gianyar, Bali dan Sulawesi. 
Di tahun di 1975, LPPN dibagi menjadi dua cabang, Pusat Penelitian 
Purbakala dan Peninggalan Nasional, yang sekarang bernama Pusat Penelitian 
Arkeologi Nasional, di daerah disebut dengan Balai Arkeologi; kedua, Direktorat 
Sejarah dan Purbakala, di daerah disebut Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. 
Lalu tahun 2002, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala diubah namanya menjadi 
Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar dengan wilayah kerja Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. 
Pada tahun 2012, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar yang 
sebelumnya di bawah naungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, kembali di 
bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya kemudian 
diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar dengan wilayah kerja 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Dan Kemudian di tahun 
2015 Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar namanya diubah menjadi 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Balai Pelestarian Cagar Budaya 
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Sulawesi Selatan berkantor di Fort Rotterdam sejak awal pembentukannya yakni 
ditahun 1973. 
b. Visi Dan Misi 
Dalam pelaksanaan atas tugas dan fungsinya, Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Sulawesi Selatan mempunyai visi:
Dalam rangka mewujudkan visi, disusun suatu misi untuk mencapai visi 
tersebut. Adapun misi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan 
yakni: Meningkatkan pengelolaan yang meliputi Perlindungan, Pemeliharaan, dan 
Pemanfaatan Cagar Budaya/Situs; Meningkatkan Pendokumentasian dan 
Peningkatan Mutu Informasi Tentang Cagar Budaya Kepada Masyarakat serta 
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.
c. Tugas dan Fungsi
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan mempunyai tugas 
untuk melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya 
dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerja BPCB Sulawesi Selatan. Dalam 
melaksanakan tugasnya BPCB Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi:
1) Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga 
cagar budaya;
“Terwujudnya Pelestarian Berupa Perlindungan, Pengembangan, dan 
Pemanfaatan Cagar Budaya Dalam Rangka Memperkukuh Karakter 
dan Jati Diri Bangsa”
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2) Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
3) Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
4) Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
5) Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
6) Pelaskaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar 
budaya;
7) Pelaksanaan kemitraan dibidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga 
cagar budaya dan Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB Sulawesi Selatan.
d. Sarana dan Prasarana Kantor
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Sulawesi Selatan, ditunjang oleh sarana dan prasarana kantor yang ditunjukkan oleh 
tabel di bawah ini: 
Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana Kantor pada 





Alat Besar Darat 1 7,100,000
Alat Bantu 30 66,544,609
Alat Angkut Darat Bermotor 27 2,228,192,500
Alat Angkut Darat Tak Bermotor 18 9,768,000
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Alat Angkutan Apung Bermotor 1 35,800,000
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 1 36,300,000
Alat Bengkel Bermesin 10 61,809,000
Alat Bengkel Tak Bermesin 7 12,876,900
Alat Ukur 20 93,560,900
Alat Pengolahan 1 968,706
Alat Kantor 344 910,785,583
Alat Rumah Tangga 769 1,084,772,135
Alat Studio 140 722,367,571
Alat Komunikasi 43 72,626,000
Peralatan Pemancar 2 15,200,000
Peralatan Komunikasi Navigasi 5 1,875,000
Alat Kesehatan Umum 1 91,500,000
Unit Alat Laboratorium 99 315,683,000
Radiation Application & Non Destructive 
Testing Laboratory 1 2,000,000
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 1 1,965,000
Persenjataan Non Senjata Api 5 2,144,740
Alat Khusus Kepolisian 28 264,746,500
Komputer Unit 91 1,097,985,986
Peralatan Komputer 90 250,139,661
Alat Pelindung 14 9,387,500
Alat SAR 89 187,046,050
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Alat Kerja Penerbangan 8 31,670,000
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 26 67,400,000
Peralatan Olah Raga 16 159,514,600
Gedung dan Bangunan 46 5,197,679,228
Jalan dan Jembatan 4 2,089,879,170
Irigasi 6 1,110,907,441
Jaringan 1 295,425,040
Aset Tetap Dalam Renovasi 4 200,800,000
Aset Tetap Lainnya 73 31,462,846
Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
a. Struktur Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi 












Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
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Berdasarkan rumusan masalah pada BAB 1, maka hasil penelitian untuk 
menjawab masalah-masalah tersebut dijelaskan berikut ini: 
1. Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah Fort Rotterdam Makassar  
Berikut ini merupakan hasil analisis dan penjelaskan bagaimana perlakuan 
akuntansi yang diterapkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi 
Selatan terkait dengan pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan 
aset bersejarah benteng Rotterdam di dalam laporan keuangan. 
a. Pemahaman Aset Bersejarah dalam Perspektif Informan 
Terdapat banyak definisi yang menggambarkan aset bersejarah, hal ini 
dikarenakan adanya perbedaan kriteria yang dipakai untuk menentukan definisi 
tersebut (Anggraini dan Chariri, 2014). Definisi aset bersejarah masih menjadi 
perdebatan utama oleh para ahli maupun badan standar yang ada, sehingga saat ini 
masih belum ada definisi akuntansi yang tepat dan dipergunakan secara universal 
untuk dapat menjelaskan apa sebenarnya makna dan esensi dari aset bersejarah. 
Belum adanya definisi akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah menyebabkan 
pendapat para ahli pun berbeda-beda dalam mengklasifikasikan apakah suatu aset 
bersejarah tergolong ke dalam aset ataukah merupakan sebuah kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh entitas pengelola. 
Beberapa ahli menyebutkan bahwa aset bersejarah merupakan aset, hal ini 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Micallef dan Peirson (1997). Menurut mereka, 




dimasukkan ke dalam neraca. Lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh 
Carnegie dan Wolnizer (1995) bahwa aset bersejarah bukanlah aset, dan akan lebih 
tepat jika mengklasifikasikannya ke dalam kewajiban. Hal ini, merupakan suatu 
masalah dimana masih terdapat perbedaan terkait dengan bagaimana seharusnya aset 
bersejarah tersebut diklasifikasikan, apakah aset bersejarah merupakan golongan aset 
ataukah merupakan golongan kewajiban bagi entitas pengelola. 
Pemahaman tentang makna aset bersejarah memainkan peranan penting 
dalam menganalisis perlakuan akuntansi pada warisan bersejarah Fort Rotterdam 
sebagai salah satu aset bersejarah (heritage assets). Hal ini beralasan, karena makna 
atau definisi aset dapat mempengaruhi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapannya di dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa aspek yang perlu 
diperhatikan dalam hal memahami esensi dari aset bersejarah, yaitu apakah aset 
bersejarah termasuk ke dalam golongan aset ataukah merupakan kewajiban dan 
berapa kriteria umur aset untuk dapat dikategorikan sebagai aset bersejarah. 
1) Aset atau Kewajiban 
Aset dalam akuntansi adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan 
manfaat usaha dikemudian hari. Umumnya, aset lebih dikaitkan dengan adanya nilai 
ekonomi yang bisa di moneteri dengan satuan rupiah. International Public Sector 
Accounting Standar (IPSAS) 17 Property, Plant and Equipment menyatakan bahwa 
suatu aset dinyatakan sebagai heritage asset dikarenakan nilai budaya, lingkungan 
atau sejarah. Ini menjelaskan bahwa aset tidak hanya bisa dikaitkan dengan nilai 




halnya pada aset bersejarah. Pemahaman atas makna dan esensi dari aset bersejarah 
dapat dilihat pada bagaimana informan dalam penelitian ini memahami dan 
memaknai Fort Rotterdam sebagai salah satu aset bersejarah. Pendapat yang mereka 
ungkapkan mengenai definisi dan makna aset bersejarah pun bervariasi, seperti 
halnya pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Natsir selaku kepala 
subbagian tata usaha BPCB Sulsel berikut ini: 
“Aset bersejarah itu aset yang punya nilai sejarah, punya nilai ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan. Intinya tiga itu. (Wawancara dengan Pak 
Natsir pada tanggal 3 November 2017) 
Berdasarkan dari keterangan hasil wawancara dengan Pak Natsir di atas, 
terlihat bahwa aset bersejarah memiliki karakteristik khusus dimana aset tersebut 
lebih dikaitkan dengan nilai-nilai sosialnya yang meliputi nilai kesejarahan, 
pengetahuan dan kebudayaan yang melekat pada aset tersebut. Meskipun Pak Natsir 
bukanlah seorang yang berlatarbelakang akuntansi, Pak Natsir tidak merasa asing 
ketika ditanyakan tentang apa itu aset bersejarah. Hal ini menunjukkan bahwa latar 
belakang pendidikan bukanlah jaminan apakah istilah aset bersejarah merupakan hal 
yang baru atau tidak bagi entitas pengelolanya. Dengan kata lain, sebagai entitas 
yang mengelola warisan bersejarah, entitas wajib untuk mengetahui jenis aset yang ia 
miliki, termasuk mengetahui apa itu aset bersejarah. Hal senada juga diungkapkan 
oleh Ibu Nuryanti dalam petikan hasil wawancara berikut ini:  
“Aset bersejarah adalah aset dengan nilai sejarah. Itu mengacu pada PP 71 
tahun 2010”. (Wawancara dengan Ibu Nuryanti pada tanggal 3 November 




        
Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa informan dalam penelitian ini 
memahami istilah Aset bersejarah sebagai aset dengan kualitas sejarah. yang secara 
khusus pengkarakteristikan aset tersebut mengacu pada PP 71 Tahun 2010. Apa yang 
disampaikan oleh Ibu Nuryanti tersebut lebih mengacu pada karakteristik suatu aset, 
dikarenakan Ibu Nuryanti cenderung melihat karakteristik aset bersejarah dari 
perspektif standar atau konsep akuntansi. PP No. 71 Tahun 2010 merupakan aturan 
yang berisikan pedoman maupun acuan utama entitas dalam mengelola dan 
melaporkan segala aset yang dimilikinya. Secara khusus dalam peraturan terebut 
menyebutkan bahwa suatu aset bersejarah memiliki karakteristik: Nilai kultural, 
lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan 
dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; Peraturan dan hukum yang berlaku 
melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; Tidak mudah untuk 
diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi 
fisiknya semakin menurun; Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya dan untuk 
beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.  
Disamping itu, wawancara juga dilakukan terhadap petugas pengolah data 
BMN BPCB. Dari keterangan yang diperoleh ketika wawancara, diketahui bahwa 
informan penelitian ini juga sudah tidak asing dengan istilah aset bersejarah. Ketika 
ditanya tentang apakah aset bersejarah merupakan golongan aset, ataukah kewajiban, 
informan pun mengkategorikan aset bersejarah ke dalam kategori aset, sebagaimana 




“Aset bersejarah itu aset.” (Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 28 
Oktober 2017) 
 
Kutipan atas wawancara di atas mengungkapkan bahwa aset bersejarah 
merupakan golongan aset, hal ini diyakini oleh Ibu Ratna bahwa aset yang dimiliki 
dan dikelola oleh entitas, merupakan kekayaan yang harus dijaga, dipelihara dan 
dipertanggungjawabkan oleh entitas yang mengelola aset tersebut. Dengan demikian, 
berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa para 
informan dalam penelitian ini lebih memaknai aset bersejarah sebagai bagian dari 
aset. Meskipun para informan penelitian ini tidak secara khusus menjelaskan apa 
alasan yang digunakan untuk dapat mengakui suatu aset bersejarah sebagai aset. 
Namun melihat bahwa aset bersejarah tersebut dikelola dan dimiliki oleh entitas, 
maka secara otomatis pengelola akan cenderung memaknai aset bersejarah yang 
mereka miliki sebagai aset yang wajib mereka jaga dan dikelola.  
Hasil wawancara ini menegaskan bahwa aset bersejarah memang tepat untuk 
dikelompokkan ke dalam kategori aset. Selain karena dimiliki dan dikuasai oleh 
entitas pengelola, aset ini tidak menyebabkan timbulnya suatu klaim oleh pihak luar 
entitas, dengan artian bahwa ketika aset bersejarah dijelaskan sebagai kewajiban 
maka secara otomatis ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas dimasa depan 
baik untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain, dan aset bersejarah tidak 
melakukakan seperti demikian. Meskipun secara umum argumen yang digunakan 
oleh informan dalam penelitian ini berbeda, namun para informan cenderung 




aset bersejarah sebagai golongan aset. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
secara eksplisit hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset bersejarah merupakan 
golongan aset sebagaimana yang dijelaskan oleh Micallef dan Peirson (1997) dan 
bukan merupakan golongan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan oleh Carnigie 
dan Wolnizer (1995).  
2) Kriteria Umur Fisik Aset Bersejarah 
Selain dilihat dari penggologan aset bersejarah di dalam laporan keuangan 
aset bersejarah juga dapat didefinisikan berdasarkan umur, karena umumnya suatu 
aset, khususnya aset tetap memiliki kriteria umur tertentu yang bisa membedakannya 
dengan aset lainnya. Seperti halnya pada aset bersejarah. Aset bersejarah secara 
khusus lebih dikaitkan dengan nilai kesejarahannya yang berarti bahwa aset tersebut 
merupakan peninggalan bersejarah yang ditinggalkan oleh masyarakat tersebut di 
zamannya. Peninggalan bersejarah biasanya memiliki usia yang cenderung sangat 
lama dan hampir tidak bisa dipastikan secara spesifik berapa kira-kita umur dari 
peninggalan bersejarah tersebut. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan aset, 
muncul pertanyaan apakah terdapat kriteria umur khusus bagi suatu aset untuk dapat 
dimasukkan ke dalam kategori aset bersejarah atau ke dalam aset tetap lainnya dalam 
laporan keuangan. Terkait dengan hal tersebut, informan dalam penelitian ini 
menjelaskan bahwa suatu aset bersejarah memiliki usia maupun umur yang menjadi 
persyaratan utama untuk dapat di masukkan ke dalam kategori aset bersejarah, 




“Kriteria awal aset bersejarah itu berumur 50 (lima puluh) tahun. 
Mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.” 
(Wawancara dengan Pak Natsir pada tanggal 3 November 2017) 
Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa memang terdapat 
katakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu aset bersejarah yang membedakannya 
dengan aset tetap lainnya. Secara khusus Pak Natsir menyebutkan bahwa suatu aset 
haruslah berusia 50 tahun atau lebih untuk dapat dimasukkan ke dalam kategori aset 
bersejarah, disamping itu Pak Natsir juga menekankan bahwa suatu aset bersejarah 
juga harus memiliki syarat lain selain dengan umurnya yang telah di tentukan, aset 
juga harus memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu aset tidak serta merta bisa 
langsung di masukkan ke dalam kategori aset bersejarah, meskipun suatu aset berusia 
lebih dari lima puluh tahun, namun aset juga harus memenuhi kriteria lainnya seperti 
halnya yang diatur di dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Terkait dengan umur aset bersejarah, hal yang sama juga di 
ungkapkan oleh Ibu Ratna selaku Pengolah Data Barang Milik Negara (BMN) 
berikut ini.  
 “Benteng Rotterdam itu aset. Dia berupa aset bersejarah toh, yang bisa 
dikegorikan sebagai cagar budaya itu jika dia telah berusia 50 (lima puluh) 
tahun”. (Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 28 Oktober 2017) 
 
Senada dengan infornasi yang disampaikan oleh Pak Natsir di atas, Ibu Ratna 
juga menjelaskan bahwa aset bersejarah juga haruslah aset yang berusia 50 (lima 
puluh) tahun. Secara khusus, Ibu Ratna mengungkapkan bahwa kriteria umur suatu 




umur sebagaimana yang dijelaskan sebagai salah satu umur benda cagar budaya. 
Dengan demikian, hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa aset bersejarah 
merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari istilah cagar budaya. Cagar 
budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, 
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan 
Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena 
memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau 
kebudayaan melalui proses penetapan. Secara yuridis, benda-benda cagar budaya 
tersebut di atur di dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa aset bersejarah 
termasuk golongan cagar budaya dikarenakan aset bersejarah memenuhi kriteria 
sebagai salah satu cagar budaya yang perlu di lestarikan, dijaga dan di dikelola 
sebaik mungkin demi untuk menjaga peninggalan bersejarah dari kepunahan. Hal ini 
cukup beralasan, suatu peninggalan bersejarah memiliki nilai historis, pengetahuan, 
pendidikan, agama dan kebudayaan sehingga merupakan kewajiban untuk negara 
dalam menjaganya demi untuk memupuk indentitas nasional generasi dimasa 
mendatang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna aset bersejarah 
termasuk Benteng Rotterdam lebih terkait dengan aset. Aset bersejarah dimaknai 
sebagai aset dengan kualitas dalam bentuk nilai kesejarahan, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama dan kebudayaan yang merupakan hasil peninggalan di masa 




benteng Rotterdam, lebih dimaknai dari aspek non moneter, dan bukan dari aspek 
moneter.       
b. Pengakuan Aset Bersejarah Fort Rotterdam 
Pengakuan merupakan penyajian suatu informasi melalui pernyataan 
keuangan sebagai ciri setral atas pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan 
diartikan sebagai pencatatan secara resmi suatu kuantitas hasil penilaian ke dalam 
sistem akuntansi dan terefleksi ke dalam laporan keuangan. Pengakuan dalam 
akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencacatan suatu kejadian 
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur laporan 
keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos 
laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Adapun 
kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk 
diakui sebagai aset yaitu terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang 
berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau 
masuk ke dalam entitias pelaporan yang bersangkutan dan kejadian atau peristiwa 
tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.  
Sebagai salah satu unsur aset, aset bersejarah Fort Rotterdam harus 
memenuhi kriteria aset seperti yang tercantum di dalam Kerangka Konseptual 
Akuntansi Pemerintahan yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 




sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  
Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan 
kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. PSAP No. 7 paragraf 70 menjelaskan 
bahwa beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada 
pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan 
untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diperlakukan prinsip-
prinsip yang sama dengan aset tetap lainnya.  
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa Fort Rotterdam 
merupakan salah satu lokasi yang dijadikan sebagai tempat operasional 
pemerintahan. Dimana ditempat tersebut berada pada wilayah kerja kantor Balai 
Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan kantor Museum La Galigo. Melihat 
kondisi yang nyata dilapangan, maka aset bersejarah Fort Rotterdam dapat jelaskan 
sebagai aset tetap yang digunakan dalam pelaksaan operasional pemerintahan. 
Dengan demikian, praktik pengakuan akuntansinya mengacu pada praktik pengakuan 
aset bersejarah sesuai dengan PSAP No 7 dimana aset bersejarah akan diakui sebagai 
aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.  
Masa manfaat suatu aset dapat dilihat dari lamanya (umur) suatu aset akan 
dimanfaatkan oleh suatu entitas. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap 
mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai 




langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat 
tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. 
Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila 
entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini 
biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima.  
Pengertian mengenai potensi manfaat ekonomi masa depan seringkali 
menimbulkan keraguan dari pemerintah untuk menetapkan apakah hasil suatu 
kegiatan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan atau tidak. Manfaat 
ekonomik sering dikaitkan dengan keterukuran yang tepat dan kemampuannya dalam 
mendatangkan pendapatan atau aliran kas dimasa mendatang. Pengertian potensi 
manfaat ekonomi masa depan diuraikan pada Kerangka Konseptual Akuntansi 
Pemerintahan yaitu “potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik 
langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa 
aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat masa depan 
yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam suatu entitas dengan melalui 
berbagai macam cara; bisa digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam 
produksi barang dan jasa yang dijual suatu entitas; dipertukarkan dengan aset lain 
hingga digunakan untuk penyelesaian suatu kewajiban terhadap pihak lain. 
Berbicara tentang aset bersejarah, sama halnya berbicara tentang sejarah 
yang terkandung di dalam barang tersebut. Aset bersejarah tersebut seakan-akan 
memiliki daya tarik khusus yang memancing para pengunjung untuk terus 




Manfaat dari aset bersejarah tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat luas, baik 
dalam bentuk tambahan pendapatan bagi para pedagang di area sekitarnya hingga 
manfaat yang diperoleh oleh entitas yang mengelola aset bersejarah tersebut. Tidak 
terkecuali pada aset bersejarah benteng Rotterdam. Benteng ini memiliki banyak 
sekali potensi yang dapat terus digali, baik dalam rana ekonomi, sosial, pendidikan 
dan kebudayaan oleh masyarakat luas. Lebih spesifik lagi potensinya dalam bentuk 
penghematan atas pengeluaran dalam pemeliharaan hingga pada pendapatan yang 
diperoleh entitas atas pemanfaatannya. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Pak 
Natsir selaku Kesubag Tata Usaha BPCB Sulsel berikut ini: 
“Nah, itu berkaitan dengan pemanfaatan. Kan ada pelestarian. Kalau ini 
dilestarikan. Salah satu harapan kita itu adalah dia bermanfaat. Termasuk 
manfaat ekonomi. Jadi manfaat pengetahuan, ilmu pengetahuan dan 
pariwisata. Kalau dilihat dari segi pariwisata itu sudah nilai ekonomi. Ada 
pemanfaatan lain, misalnya kalau yang namanya pariwisata dia kan umum 
sebetulnya. Seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke 
tempat yang lain, itu sudah berwisata. Jadi ya sebetulnya, kalau adik-adik 
mahasiswa disini berkegiatan ya boleh dikatakan berwisata karena itukan 
ujungnya sama saja, memiliki manfaat pendidikan maupun manfaat 
ekonomi.” (Wawancara dengan Pak Natsir pada tanggal 3 November 2017) 
 
Apa yang dijelaskan oleh Pak Natsir di atas memberikan kita sedikit 
gambaran betapa pentingnya pelestarian atas barang-aset bersejarah. Pelestarian yang 
ada hanyalah salah satu cara untuk menggapai optimalisasi atas peran dari suatu aset 
bersejarah. Aset bersejarah kini selain digunakan sebagai sarana pembelajaran juga 
dapat mendatangkan pendapatan bagi negara maupun daerah. Optimalisasi atas 
fungsi aset bersejarah akan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan 




sumber daya pasif, namun secara produktif dapat dikelola dan dikembangkan demi 
sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, aset bersejarah 
bukan hanya untuk dijaga dan dilestarikan, tapi bagaimana mengemas aset tersebut 
menjadi lebih optimal fungsi dan penggunaannya misalnya dijadikan perkantoran 
atau mengkomersialkannya ke masyarakat umum dengan berbagai macam kegiatan-
kegiatan, seperti talkshow, pameran dan event-event lainnya. 
Pada dasarnya, BMN diadakan untuk digunakan dalam rangka 
melaksanakan atau menunjang pelaksanaan tugas maupun fungsi dari masing-masing 
kementerian/lembaga. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 ayat 2 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Menteri/pimpinan 
lembaga adalah Pengguna Barang bagi Kementrian Negara/Lembaga yang 
dipimpinnya. Mengacu pada hal tersebut, maka dalam pelaksanaan pengelolaannya, 
BMN yang dimiliki dan dikuasai oleh Kementerian/lembaga hakikatnya digunakan 
hanya sebatas untuk kepentingan tugas dan fungsi kementerian lembaga yang 
bersangkutan. Tidak terkecuali pada aset bersejarah Fort Rotterdam. Dari 
pengamatan penulis selama melakukan observasi di lokasi penelitian, terdapat 
beberapa jenis kegiatan yang dilaksanakan disekitar wilayah benteng ini. Ini 
mengindikasikan bahwa optimalisasi peran aset bersejarah di Fort Rotterdam sudah 
sangat aplikatif dilapangan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan 
oleh Ibu Ramsiah selaku Penanggungjawab Unit Kerja Pengembangan dan 




“Pemanfaatan kawasan yang ada di Fort Rotterdam itu terbagi atas 
pemanfaatan untuk pelataran luar, pelataran dalam dan aula. Kalau untuk 
yang di pelataran luar, itu untuk kuliner yang khusus menggunakan 
kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Kalau yang di dalam itu biasanya 
digunakan untuk pementasan dan panggung sedangkan untuk kegiatan yang 
dilaksananakan di aula sendiri dia dalam bentuk seperti seminar, talkshow, 
dan masih banyak lagi.” (Wawancara dengan Ibu Nurmiah pada tanggal 24 
Oktober 2017) 
        
Pernyataan tersebut memberikan makna betapa pentingnya sebuah 
optimalisasi suatu aset bersejarah. Penggunaan fungsi atas bangunan bersejarah telah 
memainkan peranan penting dalam menunjung optimalisasi atas manfaat aset dari 
segi ekonomi. Artinya bahwa banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di kawasan 
situs bersejarah Fort Rotterdam, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi 
entitas pengelolanya saja, melainkan memberikan manfaat dan kontribusi berupa 
tambahan pendapatan bagi masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut. 
Penting untuk dipahami bahwa pada dasarnya aset bersejarah merupakan barang 
yang langka, Barang ini harus dilindungi agar tidak rusak bahkan musnah. Di 
Indonesia, barang dan atau peninggalan bersejarah termasuk ke dalam kategori cagar 
budaya yang lindungi oleh Undang-undang. 
Terkait dengan pemanfaatan Fort Rotterdam sebagai salah satu Cagar 
Budaya telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 pasal 85 ayat 1 
yang menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang dapat 
memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu 
pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Memang sudah seharusnya aset 




masyarakat luas, sebagai akibatnya aset bersejarah tersebut sangat rentan terhadap 
kerusakan, perubahan fisik dan perubahan fungsi yang diakibatkan oleh orang-orang 
yang tidak bertanggungjawab. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mewanti-wanti 
agar kejadian tersebut dapat dicegah memang sudah seharusnya menjadi prioritas 
utama suatu entitas yang memanfaatkan suatu aset bersejarah. Hal ini sejalan dengan 
yang diungkapkan oleh Ibu Nurmiah berikut ini:          
“Kegiatan seperti konser musik jazz dan artis Tulus yang baru-baru 
diselenggarakan itu boleh. Untuk konser jenis musik rock dan dangdut tidak 
kami lakukan karena biasanya jenis musik seperti ini bisa mengajak orang 
untuk bergoyang, dikhawatirkan nanti ada perselisihan yang terjadi. Ini 
dilakukan untuk menghindari perselisihan demi keamanan dan kelestarian 
Fort Rotterdam. Kan, aset bersejarah tidak dapat diperbaharui. Jadi yah, 
kalau rusak bukan aset bersejarah lagi.” (Wawancara dengan Ibu Nurmiah 
pada tanggal 24 Oktober 2017) 
 
Manfaat ekonomi selalu dikaitkan dengan berapa jumlah rupiah yang bisa 
diberikan oleh suatu barang sehingga bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran yang 
ada. Manfaat ekonomi suatu aset bersejarah Fort Rotterdam berasal dari pemanfaatan 
aset tersebut untuk menghasilkan keuntungan berupa aliran kas yang masuk ke dalam 
operasional pemerintahan. Pemanfaatan yang dilakukan tidak terlepas dari besarnnya 
tarif yang dikenakan atas izin pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat luas. 
Berkaitan dengan hal tersebut, tarif dalam pemanfaatan aset bersejarah Fort 
Rotterdam sendiri masih menjadi suatu tantangan bagi BPCB Sulsel, dimana besar 
kecilnya tarif izin pemanfaatan Fort Rotterdam harus dipertimbangkan secara matang 




dilaksanakannya suatu kegiatan di kawasan benteng Rotterdam. Hal ini dapat kita 
lihat dari kutipan hasil wawancara dengan Ibu Nurmiah berikut ini:  
“Sejauh ini, belum ada standar harga yang mengatur tentang penentuan tarif 
atas izin pemanfaataan lokasi Fort Rotterdam. Jadi kami hanya menentukan 
tarif pemanfaatannya tergantung dari besarnya kegiatan yang akan 
dilaksanakan, siapa penggunanya dan ada tidaknya sponsor yang akan 
mendukung dilaksanakannya kegiatan yang ada dikawasan benteng ini.” 
(Wawancara dengan Ibu Nurmiah pada tanggal 24 Oktober 2017) 
Suatu manfaat ekonomi tempat bersejarah, selain diperoleh dari adanya tarif 
atas izin pemanfaatannya, juga dapat diperoleh dalam bentuk adanya retribusi atau 
karcis masuk yang diadakan sebagai syarat untuk memasuki suatu kawasan 
bersejarah. Karcis masuk ini akan memberikan tambahan aliran kas masuk bagi 
entitas karena untuk dapat menikmati kawasan tersebut, masyarakat perlu untuk 
membayar biaya masuknya terlebih dahulu. Ini menyiratkan bahwa dari segi 
ekonomi, suatu aset bersejarah telah memberikan kontribusi  yang cukup bagi entitas 
yang mengelolanya. Aliran kas yang masuk akan memberikan keringanan bagi 
entitas untuk sedapat mungkin menutupi pengeluaran yang diakibatkan oleh 
pemeliharan atas peninggalan bersejarah yang terbilang memakan dana yang relatif 
besar. Tidak terkecuali pada Fort Rotterdam. Namun, berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari informan bahwa pada Fort Rotterdam sendiri belum menerapkan 
karcis masuk ataupun retribusi dalam  pemanfaatannya, meskipun demikian hal ini 
tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat manfaat ekonomi yang diterima 
oleh entitas dan negara pada khususnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak 




“Belum ada retribusinya, tapi sudah mulai dari tahun lalu kita masukkan 
dana yang ada ke kas negara. Tahun ini akan kita stor kan lagi, Tapi ya saya 
kurang tau itu kita stor kan 60 juta atau 70juta. Tapi memang kita stor kan. 
Kalau misalnya seperti yang di Leang-leang, itu targetnya sudah 150juta 
pertahun. Jadi itu dia, manfaat ekonomi itu hampir semuanya ada.” 
(Wawancara dengan Pak Natsir pada tanggal 3 November 2017) 
 
Hal ini juga dipertegas oleh Ibu Nurmiah selaku Unit Kerja Pengembangan 
dan Pemanfaatan Cagar Budaya BPCB Sulsel yang mengatakan bahwa:  
“Itu dana-dana yang terkumpul akan digunakan untuk pemeliharaan Fort 
Rotterdam, adapun jika terdapat sisa lebih dari dana yang telah dikumpulkan 
tadi, maka itu akan kami masukkan ke dalam kas negara. Jadi intinya dana 
yang diperoleh dari pemanfaatan Fort Rotterdam itu akan kembali lagi 
kesana.” (Wawancara dengan Ibu Nurmiah pada tanggal 24 Oktober 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa manfaat ekonomi yang ada pada aset bersejarah terbilang sangat 
menjanjikan. Aset bersejarah memiliki keunikan tersendiri dengan kandungan nilai 
kesejarahan, kebudayaan dan ilmu pengetahuannya yang melimpah, aset juga baik 
secara langsung maupun tak langsung telah memberikan kontribusi dari segi 
ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah Fort Rotterdam 
dipergunakan tidak hanya semata-mata untuk aspek sosial dan pendidikan saja, 
melainkan juga dapat dilihat dari aspek ekonomi, yang dimana baik secara langsung 
maupun tidak langsung telah memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk 
pendapatan bagi negara, masyarakat sekitar hingga penghematan untuk pengeluaran 




Disamping itu, PSAK 16 (Revisi 2014) menjelaskan umur manfaat adalah 
periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas, atau jumlah produksi atau 
unit serupa dari aset yang diperoleh dan akan di peroleh dari aset entitas. Umur 
manfaat aset tetap umumnya didasarkan atas potensi dari kegunaan suatu aset tetap. 
BPCB Sulsel merupakan organisasi pemerintahan yang tidak berorientasi pada profit 
sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPCB Sulsel tidak memproduksi 
barang maupun unit serupa dengan aset yang diperoleh.   
Aset bersejarah Fort Rotterdam merupakan aset yang terdiri atas tanah dan 
bangunan. Secara keseluruhan perkiraan umur aset Fort Rotterdam memiliki masa 
manfaat yang tidak terbatas, dikarenakan aset tersebut merupakan salah satu aset 
bersejarah yang sengaja untuk dipelihara dan dijaga dalam kurun waktu yang tidak 
terbatas. Umur Fort Rotterdam dapat dilihat dari perjalanan sejarahnya yang cukup 
panjang. Jika dikalkulasikan dengan awal penyelesaian pembangunan Fort 
Rotterdam yang dilakukan oleh raja Gowa ke 10 dengan nama I Manrigau Daeng 
Bonto Karaeng Lakiung dengan gelar Karaeng Tunipalangga Ulaweng di tahun 
1545 maka akan diketahui bahwa umur Fort Rotterdam hingga saat ini telah 
mencapai kurang lebih 4 (empat) abad lamanya. Dengan demikian, umur manfaat 
Fort Rotterdam sebagai salah satu aset bersejarah dapat dijelaskan memiliki umur 
yang tidak terbatas dan bahwa seiring berjalannya nilai umur aset tersebut akan terus 






2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal 
Perolehan suatu aset umumnya melibatkan suatu kos (pengeluaran sumber 
ekonomik misalnya kas) sebagai penghargaan kesepakatan antara dua orang atau 
lebih. PSAK No. 16 (Revisi 2014) mendefinisikan biaya perolehan adalah jumlah kas 
atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan 
untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan. Pemerintah mungkin mempunyai 
banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara 
perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. 
Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan 
aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila 
memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.  
Berdasarkan informasi yang disampaikan informan pada penelitian ini, 
diketahui bahwa perolehan Fort Rotterdam berasal dari adanya hibah. Hibah 
merupakan penyerahan aset tanpa kos. Walaupun demikian, kos objek tersebut harus 
tetap ditentukan atau ditaksir secara layak sebagai dasar pencatatan pertama kali. 
Pengukuran aset bersejarah apabila memiliki karakteristik yang sama dengan aset 
dapat diperlakukan sama dengan aset tetap. Yaitu dengan menggunakan metoda 
tertentu untuk menentukan kos yang dilekatkan pada suatu objek. Misalnya dengan 
menggunakan historical cost atau pun nilai wajar pada saat pengukuran diawal 
pengakuan aset bersejarah. Dalam SAP paragraph 24 menyatakan barang berwujud 
yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan 




tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada 
saat aset tersebut diperoleh. Apabila harga perolehan sudah tidak tepat untuk 
mengetahui kos yang andal maka nilai wajar dapat digunakan untuk mengestimasi 
berapa kos yang dilekatkan pada pada suatu item.  
PSAP No.08 paragraf 45 menjelaskan bahwa aset tetap yang diperoleh dari 
sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Dalam 
kaitannya dengan pengukuran pada aset bersejarah Fort Rotterdam, BPCB tidak 
mencatat aset bersejarah Fort Rotterdam dengan menggunakan nilai wajar. Hal 
tersebut dikarenakan keterbatasan status BPCB Sulsel yang hanya diberikan 
wewenang oleh Kementerian untuk sebatas menggunakan aset bersejarah Fort 
Rotterdam sebagai kantor BPCB Sulsel. Disamping itu, ketiadaan market value atas 
penjualan terhadap benda-benda bersejarah menjadikan sulit untuk mengukur berapa 
nilai wajar yang yang dapat dilekatkan pada atribut aset bersejarah Fort Rotterdam. 
Sehingga dengan demikian aset bersejarah Fort Rotterdam belum dapat diakui 
sebagai aset tetap.       
3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan adalah unit pelaksana 
teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang Pelestarian Cagar Budaya 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. 
Fort Rotterdam merupakan salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh undang-
undang, oleh karena itu akan bermasalah jika aset tersebut akan dijual dalam operasi 




tidak dapat digolongkan ke dalam persediaan karena aset bersejarah tersebut tidak 
diperuntukkan untuk bantuan sosial atau diperoleh untuk dihibahkan.  
BPCB Sulsel mengakui Fort Rotterdam sebagai tempat operasional sebagai 
kantor yang membantu entitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atas amanah 
yang diamanatkan oleh para stakeholeder. Hal ini sejalan dengan PSAP 07 paragraf 8 
dan 9, bahwa tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah ialah tanah yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan 
dalam kondisi siap pakai; dan Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan 
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah 
dan dalam kondisi siap pakai.    
4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.  
Era kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjalanan 
bangsa dalam merebut kemerdekaan. Negara menjadi organisasi besar yang mutlak 
harus menjaga segala sumber daya yang dimiliki, termasuk menjaga segala 
peninggalan bersejarah yang ditinggalkan oleh masyarakat dimasa lalu. Implikasinya 
adalah negara harus sedapat mungkin bisa mengenali dan memastikan kepemilikan 
benda bersejarah tersebut. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos 
tidak harus dimiliki oleh entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Sebagaimana 
yang dijelaskan oleh Suwardjono (2016) bahwa pemilikan mempunyai makna yuridis 
atau legal, dimana untuk memiliki suatu objek diperlukan transfer hak milik, 
sedangkan penguasaan berarti kemampuan entitas untuk mendapatkan, 




akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Pemanfaataan maupun kepemilikan atas 
suatu benda dapat diperoleh melalui beberapa cara termasuk pembelian, penemuan, 
pemberian, pembangunan, penjualan hingga perjanjian. 
Dalam kaitannya dengan aset bersejarah, Fort Rotterdam merupakan salah 
satu barang milik negara yang diperoleh dengan cara melalui hibah. Hibah 
didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan (tanpa kos) suatu objek ke satu 
entitas. Pada awalnya, benteng Rotterdam diperoleh oleh negara berasal dari 
pemberian Yayasan Fort Rotterdam dalam bentuk unit kesatuan yang terdiri atas 
bangunan dan tanah. Di dalam PSAP No 7 paragraf 19 menjelaskan bahwa saat 
pengakuan aset dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi 
perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum misalnya sertifikat 
tanah dan bukti kepemilikan kendaraan. Terkait dengan hal tersebut, bukti atas 
transaksi suatu aset bersejarah umumnya sulit untuk ditelusuri dan diketahui dalam 
bentuk apa penyerahannya dilakukan, mengingat bahwa kejadian tersebut telah 
berlangsung selama beberapa dekade yang lalu. Sama halnya dengan Fort Rotterdam, 
usia Fort Rotterdam yang terbilang cukup panjang dan ketiadaan atas informasi 
maupun literatur yang menunjang perolehannya menjadi sulit ditelusuri atau bahkan 
sangat tidak mungkin untuk ditemukan bukti penyerahannya. Hal ini sejalan dengan 
informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratna 
selaku Petugas SIMAK BMN: 
 “Tidak ada. Ini memang sudah ada disini, Sudah dikasih disini. Jadinya ya 




sama siapa begitu. Kan, kita semua belum lahir.” (Wawancara dengan Ibu 
Ratna pada tanggal 28 Oktober 2017)   
 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, kepemilikan dan kuasa atas 
benteng Rotterdam sebagai salah satu aset bersejarah tidak terlepas dari fungsi 
organisasi yang menaunginya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel merupakan 
unit pelaksana teknis (UPT) yang dalam hal ini merupakan kuasa pengguna barang 
yang bertanggungjawab kepada Jenderal Kebudayaan dan kepada Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, segala barang milik negara yang 
dikelola oleh BPCB akan dilaporkan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana 
yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 06 Tahun 2016 tentang 
Penatausahaan Barang Milik Negara.  
Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa perolehan Fort Rotterdam 
merupakan satu unit kesatuan yang terdiri atas tanah dan bangunan. Hal ini perlu di 
pahami lebih dalam bahwa, meskipun pada dasarnya aset tersebut diperoleh dalam 
unit kesatuan, namun dalam akuntansi sendiri perlu diakui secara terpisah mengingat 
bahwa sifat dan manfaat dari masing-masing aset tersebut berbeda satu sama lain. 
Hal ini sejalan dengan PSAK 16 (Revisi 2014) paragraf 58 yang menyatakan bahwa 
tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dipisahkan dan dicatat terpisah 
walaupun keduanya diperoleh bersama. Sama halnya dengan Fort Rotterdam, 
meskipun aset ini diperoleh dalam bentuk kesatuan, namun mengingat bahwa 
keduanya memiliki masa manfaat yang berbeda maka sudah seharusnya 




Dari hasil analisis dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah Fort 
Rotterdam, oleh BPCB Sulsel telah memiliki status penetapan yakni status 
penggunaan tanah Fort Rotterdam yang diwujudkan dengan adanya sertifikat 
penggunaan atas tanah yang digunakan oleh BPCB Sulsel dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsinya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu 
Nuryanti selaku pembuat laporan keuangan BPCB Sulsel berikut ini:         
“Aset bersejarah ini kan sudah terdaftar di Kemendikbud. Sudah ada 
sertifikatnya ini. Ini kita yang punya, memang dari dulu memang ini kita 
yang kelola. Kenapa dia dijadikan sebagai aset bersejarah, karena kan ini 
tidak bisa dinilai dengan uang.” (Wawancara dengan Ibu Nuryanti pada 
tanggal 3 November 2017) 
 
Berdasarkan informasi dari keterangan hasil wawancara di atas, telah jelas 
bahwa tanah yang ditempati entitas merupakan tanah Fort Rotterdam yang 
bersertifikat. Secara khusus sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat 
pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai entitas yang 
menjadi pemegang hak atas tanah dan kepastian hukum atas tanah miliknya. Adanya 
kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada entitas 
pengelola yang tercantum namanya terhadap gangguan pihak lain serta menghindari 
sengketa dengan pihak lain. Secara khusus tabel dibawah ini akan memberikan 
sedikit gambaran atas kepemilikan tanah Fort Rotterdam pada Balai Pelestarian 








Penetapan Status Penggunaan BMN 
No. Uraian Sudah Ditetapkan Status Penggunaan 
(Rp) 
1. 
Tanah 13 Buah Sertifikat 
2. 
Peralatan dan Mesin 5.175.918.956 
3. 
Gedung dan Bangunan 0 
4. 
Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 
5. 
Aset Tetap Lainnya 0 
 
Jumlah 5.175.918.956 
Sumber: Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CRBMN) Semester 1 Tahun 
2017 pada Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan  
 
Terkait dengan bangunan Fort Rotterdam yang saat ini dipakai oleh Balai 
Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, Status kepemilikan atas bangunaan 
tersebut berada pada Menteri Keuangan selaku pengelola BMN. Perlu ditekankan 
lagi bahwa Fort Rotterdam merupakan salah satu Barang Milik Negara yang berada 
dalam tanggungjawab pemerintah pusat. PP No 27 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 
mendefinisikan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lain 
yang sah. Jadi bisa bisa disimpulkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan 
pengelolaan BMN merupakan tanggungjawab dari pemerintah pusat. BPCB Sulsel 
dalam praktiknya hanya memanfaatkan bangunan tersebut sebagai tempat 




dalam pemerintahan. Terkait dengan status penggunaannya, BPCB Sulsel berperan 
sebagai Kuasa Pengguna Barang dan belum memiliki status sebagai pengguna BMN. 
Hal ini dapat dilihat dari adanya permintaan BPCB Sulsel dalam permohonan 
penetapan status penggunaan atas Fort Rotterdam, berikut ini:       
Tabel 4.3 
Daftar BMN BPCB SULSEL yang Dimintakan  
Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah atau Bangunan Tahun 2016 





Uraian Barang Barang 
Peruntukan Ket 
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    Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan 
Pada instansi pemerintahan, status penggunaan Barang Milik Negara sangat 
penting. Ini merupakan gerbang penting terkait dengan proses selanjutnya atas 
pengelolaan maupun penatausahaan Barang Milik Negara. Konsekuensi dari adanya 
penetapan status penggunaan BMN adalah bahwa ketika suatu barang ditetapkan 
sebagai salah satu Barang Milik Negara dengan terbitnya Surat Keputusan Status 
Penggunaan barang, maka Pengguna Barang mendapatkan penguasaan dalam 
penggunaan Barang Milik Negara yang dimaksud untuk menyelenggarakan tugas 
dan fungsinya sebagai instansi pemerintah. Dengan adanya hal tersebut, maka oleh 




menatausahakan Barang Milik Negara yang berada pada pengusaannya sebagaimana 
yang diatur di dalam PMK No.6 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Barang Milik 
Negara.  
Aset bersejarah benteng Rotterdam pada dasarnya memang merupakan salah 
satu aset bersejarah negara ini. Sebagai bagian dari identitas nasional, Fort Rotterdam 
harus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya untuk waktu yang tidak terbatas. 
Aset ini adalah saksi bisu sejarah yang pernah terjadi. Hal tersebut bisa kita lihat 
bahwa terdapat hubungan aset bersejarah tersebut dengan kehidupan di masa lampau. 
Mereka menganggap bahwa aset bersejarah memang seharusnya menjadi bagian dari 
aset pemerintah yang bernilai yang digunakan untuk pelayanan publik atau untuk 
kepentingan masyarakat selama hal tersebut tidak merugikan masyarakat sekitar dan 
aset itu sendiri. Aset bersejarah ini tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan 
pendapatan ataupun keuntungan yang bersifat komersial. Aset bersejarah memiliki 
peranan penting dalam pengembangan budaya bangsa. Sehingga dengan demikian 
perhatian yang cukup serius sudah seharusnya diutamkan untuk pengelolaan aset 
bersejarah tersebut.   
c. Penilaian Aset Bersejarah Fort Rotterdam 
Konsekuensi dari penggunanaan basis akuntansi akrual di dalam pelaporan 
keuangan pemerintah telah mengharuskan pemerintah untuk dapat menilai semua 
aset yang dimiliki dengan menggunakan satuan moneter. Secara teoretis, pengukuran 
atas aset memiliki banyak variasi metode yang dapat digunakan, mulai dari 




aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah seperti peralatan, bangunan dan 
perlengkapan dapat diketahui berapa nilai perolehannya, sedangkan untuk aset lain 
seperti aset bersejarah sulit untuk diketahui nilai perolehannya karena biasanya aset 
ini dibangun selama beberapa dekade yang lalu. Disamping itu, tidak adanya 
dokumen atau keterangan yang autentik terkait dengan pembangunan yang dilakukan 
menjadikan sulit untuk menaksir berapa kos yang dilekatkan pada barang/benda 
bersejarah tersebut.  
1) Pengukuran Awal Pengakuan Aset Bersejarah Benteng Rotterdam  
Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh 
pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi 
oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset 
tetap tersebut. Pengukuran dalam akuntansi biasanya menunjuk proses penentuan 
jumlah rupiah pada objek pada saat pemerolehan. Jumlah rupiah tersebut akan 
menjadi pengukur aset entitas dan akan menjadi bahan olah akuntansi akuntansi yang 
disebut kos. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi 
pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya.  
 PSAP 07 Paragraf 22 menyatakan bahwa aset tetap awalnya diukur dengan 
biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan 
tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat 
perolehan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Fort Rotterdam merupakan aset yang 
diperoleh dengan cara melalui hibah. Terkait dengan penilaian Informasi yang 




bahwa menilai warisan bersejarah khususnya pada Fort Rotterdam memang sama 
sekali belum pernah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang 
disampaikan oleh Ibu Ratna berikut ini: 
“Hingga saat ini, Fort Rotterdam belum pernah dilakukan penilaian. Kami 
ini sementara proses pengajuan nilai sebetulnya. Kita mencoba menilai, 
makanya kemarin kita mencoba mengajukan permohonan apakah bisa dinilai 
atau tidak kepada KPKNL. Karena selama ini kita mengacu aset bersejarah 
itu tidak memiliki nilai. Tidak bisa sebetulnya dinilai.” (Wawancara dengan 
Ibu Ratna pada tanggal 28 Oktober 2017) 
  
Pengukuran pada aset, umumnya suatu aset tetap yang diperoleh dengan 
jalan transaksi, seperti pembelian dan pertukaran dapat diukur dengan biaya 
perolehan aset tersebut. Barang yang diperoleh dengan hibah biasanya jelas-jelas 
mempunyai manfaat ekonomik yang besar diperoleh oleh entitas tanpa kos yang 
berarti. Dengan kata lain, gedung dan tanah yang diperoleh oleh entitas adalah 
contoh perolehan aset tanpa kos. Sama halnya dengan Fort Rotterdam, maka dari itu, 
akan sulit untuk mengukur Fort Rotterdam dikarenakan pada dasarnya attribut pada 
aset tersebut tidak memiliki kos atau nilai sama sekali ketika aset tersebut diperoleh 
oleh entitas. Hal senada juga diungkapan oleh Ibu Nuryanti dalam petikan hasil 
wawancara, bahwa: 
“Untuk aset Fort Rotterdam yang dipakai di dalamnya itu bisa dinilai. 
Seperti peralatan, mesin, kursi dan aset lainnya karena itukan kita yang beli 
dan itu sumber biayanya berasal dari APBN. Tapi kalau tanah dan 
gedungnya itu tidak. Kalau peninggalan Belanda ini memang tidak bisa 




Berdasarkan atas informasi yang diberikan oleh Ibu Nuryanti, dapat 
dipahami bahwa untuk beberapa aset yang dimiliki, seperti peralatan, perlengkapan 
dan bangunan lainnya yang bisa diukur secara pasti memang diperlakukan 
sebagaimana aset pada umumnya, yakni dinilai dengan harga perolehan maupun 
pembangunan atas aset tersebut. Namun, ketika ditinjau dari bangunan dan tanah 
bersejarah yang digunakan oleh entitas sebagai tempat perkantoran pengelola 
mengalami kesulitan untuk menilai bangunan maupun tanah tersebut. Berikut ini 
merupakan tambahan atas penjelasan Ibu Nuryanti terkait dengan penilaian bangunan 
dan tanah yang dipergunakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel:  
“Kita kan kalau bikin laporan kan ada aset dan bangunannya. Misalnya aset 
situs Benteng Rotterdam inikan tidak bisa dinilai berapa. Jadi untuk 
sementara nilai nya nol. Terus, gedung..tapi ini gedung sebenarnya ada juga 
yang bisa dilaporkan di dalamnya ini karena kan ada penambahan-
penambahan bangunan baru seperti misalnya penambahan kamar mandi 
yang dulunya tidak ada, itukan bisa dinilai. Jadi itu yang dilaporkan. Tapi 
kalau tanahnya memang tidak bisa, juga untuk bangunan yang aslinya itu 
tidak bisa dinilai. Jadi artinya dek, kalau gedung penambahan yang 
bangunan baru itu bisa dinilai dengan nominal karena memang kita yang 
buat. Kalau yang aslinya itu yang tidak.” (Wawancara dengan Ibu Nuryanti 
pada tanggal 3 November 2017) 
Di dalam PSAP No 7 disebutkan bahwa ada aset tetap yang berasal dari 
hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan 
nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian 
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi 
wajar. Namun, berbeda halnya jika metode tersebut diterapkan untuk aset bersejarah, 




untuk dilakukan karena sulitnya untuk menentukan berapa harga pasar (market 
value) yang bisa dilekatkan atas aset bersejarah karena umumnya suatu benda 
bersejarah memiliki nilai yang semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. 
Disamping itu juga terdapat peraturan yang melarang untuk dilakukannya penjualan 
terhadap barang-aset bersejarah sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 11 tahun 
2010 tentang Cagar Budaya, terkecuali ada peraturan lain yang mengatur penilaian 
aset. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran aset bersejarah Fort 
Rotterdam merupakan hal yang masih menjadi masalah terkait dengan perlakuan 
akuntansinya. Pada aset bersejarah lainnya baik berupa barang-barang museum 
ataupun aset bersejarah lainnya yang diperoleh pada periode berjalan bisa diketahui 
harga perolehannya, namun khusus pada aset-aset bersejarah berupa benteng 
memang belum pernah dilakukan penilaian  Ketiadaan nilai tercatat aset dan 
keterbatasan atas penentuan nilai wajar untuk aset bersejarah menjadikan proses 
penilaian aset bersejarah Fort Rotterdam sulit untuk dilakukan.    
2) Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal Fort Rotterdam  
Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan 
pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis 
tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Secara khusus Most (1982) 
dalam Sudwadjono (2016) menjelaskan bahwa penilaian biasanya digunakan untuk 
menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen 




bab sebelumnya, aset bersejarah Fort Rotterdam sulit untuk dinilai baik dengan 
menggunakan nilai perolehan maupun nilai wajar. Penilaian atas aset bersejarah 
sudah selayaknya perlu dilakukan untuk mengetahui berapa nilai aset yang dimiliki 
oleh negara. Terdapat beberapa metode penilaian yang dapat digunakan dalam 
menilai suatu aset, baik dengan menggunakan pendekatan historial cost, vair value, 
maupun appraisal. Alternatif yang lain, adalah dengan membuat taksiran (appraisal) 
terhadap suatu aset bersejarah. 
Suwardjono (2016) menjelaskan bahwa nilai penaksiran adalah nilai taksiran 
kos sekarang atau nilai sekarang yang ditentukan dengan prosedur dan analisis 
sistematik oleh pihak independen yang kompeten. Terkait dengan informasi yang 
diperoleh seputar kegiatan penaksiran atas nilai aset bersejarah Fort Rotterdam sama 
sekali belum pernah dilakukan oleh entitas pengelola tersebut. Namun meskipun 
demikan, menurut informan dalam penelitian ini, kegiatan appraisal bisa dilakukan 
dalam menilai aset bersejarah Fort Rotterdam, sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Pak Natsir berikut ini:  
“Boleh ada taksiran, seperti bangunan dan tanahnya ini bisa ditaksir. Coba 
benteng ini kalau mau di nilai dengan aspek moneter, benteng ini mau kita 
kasih nilai berapa? Tanah di NJOP disini mungkin sudah 40 (empat puluh) 
juta permeter sekarang kali 21000m, Baru tanah itu. Sekarang kita lihat 
bangunan, bangunan umum yang tatanan batanya seperti begini saja itu 
permeter nya itu sudah 3 (tiga) juta, sekarang ini dengan berapa bata ini? 
Satu, dua, tiga, empat. Terus kalau kita mau hitung dari sisi moneter, berapa 
nilai yang harus kita kasih? Kalau memang nanti ada kebijakan untuk 
memoneteri dengan uang semua aset ini. Wah, besar sekali aset Negara ini. 





Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Natsir di atas, dapat 
dipahami kagiatan appraisal memang dapat dilakukan untuk menilai aset bersejarah 
seperti Fort Rotterdam, namun hal tersebut juga menimbulkan kendala, mengingat 
dari sifat aset bersejarah yang umumnya lebih dikaitkan dengan nilai kesejarahannya 
yang tidak bisa di moneteri. Disamping belum adanya kebijakan untuk dilakukan 
penaksiran terhadap nilai aset bersejarah Fort Rotterdam menjadikan entitas 
pengelola tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penilaian terhadap aset 
bersejarah yang mereka kuasai. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Nurdiayanti 
dalam hasil wawancara berikut ini: 
“Kita mau kasih nilai berapa Fort Rotterdam. seperti Candi Borobudur itu, 
kita mau nilai berapa coba? Semua aset bersejarah itu tidak bisa sebenarnya 
kita nominalkan. Yang memiliki wewenang untuk melakukan penilaian itu 
dari KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang”. 
(Wawancara dengan Ibu Nuryanti pada tanggal 3 November 2017)       
     
Informasi yang disampaikan oleh Ibu Nuryanti di atas menunjukkan bahwa 
penilaian terhadap aset bersejarah Fort Rotterdam sama sekali belum pernah 
dilakukan. Banyaknya metode penilaian yang ada sebenarnya tidak bisa 
merepresantikan nilai suatu aset bersejarah. Karena memang pada dasarnya menurut 
beliau aset bersejarah tidak bisa untuk di nilai dengan nominal. Bagi seseorang yang 
sudah bersinggungan langsung dengan aset bersejarah, aset tersebut diyakini 
memiliki nilai yang tidak terhingga sehingga tidak mudah bagi mereka untuk dapat 
menilai suatu benda/barang warisan bersejarah.  
Menilai suatu barang/benda bersejarah masih dianggap tabu bagi sebagian 




dalam bentuk moneter maka tidak akan ada nilai nominal yang mampu mewakili 
nilai dari suatu benda peninggalan bersejarah tersebut. Hal ini sejalan dengan 
pendapat yang dikemukakan oleh Hooper et al (2005) yang meyakini bahwa aset 
bersejarah lebih berkaitan dengan nilai kesejarahan yang ada di dalamnya bukan nilai 
ekonomi yang tersimpan di dalamnya. Disamping itu, kecenderungan yang ada 
adalah suatu benda/barang peninggalan bersejarah umumnya memiliki siklus hidup 
aset yang relatif sangat lama dan memiliki nilai yang akan terus meningkat seiring 
dengan berjalannya waku. Maka dari itu, aset bersejarah akan sangat sulit untuk 
dinilai dengan menggunakan nilai moneter. 
Jika ditinjau dari isi laporan keuangan yang selama ini dibuat dan dilaporkan 
oleh pihak pengelola, nilai untuk Fort Rotterdam dinyatakan dengan satuan satu unit 
dimana unit tersebut terdiri atas benteng dan bangunan bersejarah serta tanah yang 
dinyatakan dengan nilai Rp.0 (nol) di dalam laporan keuangan entitas pengelola. 
Terkait dengan nilai tersebut, berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari Pak 
Natsir selaku pengelola Fort Rotterdam:   
“Kenapa dikasih nilai nol? Nilai nol itu kan angka juga..Supaya nanti dalam 
perhitungan akuntansi itu dia balanced. Karena kalau tidak ada angka, maka 
dia tidak balanced di dalam laporan keuangan. Itupun sebenarnya, karena 
dia Nol, dari aspek nilai ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu tidak bisa 
dimoneteri. Tidak bisa diuangkan untuk sementara sampai ada kebijakan lain 
dari Menteri Keuangan.” (Wawancara dengan Pak Natsir pada tanggal 3 
November 2017) 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dalam praktiknya, nilai yang 




benteng dan bangunan dilaporkan dalam bentuk unit sedangkan pada tanah yang 
dimiliki entitas dilaporkan dengan nilai Rp. 0 (nol). Nilai Rp.0 (nol) yang diberikan 
pada Fort Rotterdam tersebut tidak berarti bahwa tanah tersebut tidak memiliki nilai. 
Namun, nilai tersebut diberikan semata-mata ditujukan demi untuk tujuan pelaporan 
keuangan yang sebelumnya telah ditentukan oleh Menteri Keuangan sedangkan 
khusus pada bangunan dan benteng sengaja dilaporkan dalam unit untuk memenuhi 
peraturan yang berlaku dalam mencantumkan aset bersejarah di dalam laporan 
keuangan. 
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa makna pada aset bersejarah, 
secara khusus tidak langsung berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan lebih 
terikat pada aspek sejarah, pendidikan dan kebudayaan maka dari itu melakukan 
penilaian atas aset bersejarah menjadi jauh lebih sulit. Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Chariri (2014) bahwa nilai suatu aset 
bersejarah tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi mencakup nilai lainnya 
seperti nilai kesejarahan dan kebudayaan. Oleh karena itu, hingga sekarang masih 
belum ada dasar penilaian yang dianggap tepat dalam menilai suatu aset bersejarah. 
Pelekatan atas kos pada suatu aset bersejarah secara khusus lebih didasarkan 
atas pemenuhan tujuan pelaporan keuangan yang dimana entitas pengelola 
diwajibkan dan memiliki kewajiaban untuk melaporkan segala aset yang dimiliki 
oleh negara. Untuk itu, sesuai dengan teori fiat yang dikemukakan oleh Torgerson 
(1958) dan kaitannya dengan kebijakan pengukuran suatu objek maka dapat 




dilakukan tanpa harus menunggu konfirmasi atas teori maupun bukti-bukti yang ada. 
Penggunaan nilai sebesar Rp.0 (nol) per unit atas nilai yang dimiliki oleh aset 
bersejarah dapat dijadikan acuan dalam melaporkan aset yang mencerminkan tujuan 
yang ingin dicapai dalam menyajikan pos aset bersejarah.  
Fort Rotterdam merupakan salah satu warisan bersejarah yang tidak hanya 
berpotensi difungsikan sebagai objek wisata yang berkontribusi dalam hal sejarah, 
ilmu pengetahuan dan kebudayaan, melainkan juga dilihat dari fungsi potensi lainnya 
misalnya penggunaan Fort Rotterdam untuk perkantoran. Hal ini dapat kita lihat dari 
digunakannya bangunan bersejarah tersebut sebagai wilayah kerja Balai Pelestarian 
Cagar Budaya Sulsel. Ketika mengacu pada SAP No. 71 tahun 2010, aset tersebut 
harus diterapkan ke dalam prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. 
Namun, terkait dengan hal tersebut, berdasarkan atas temuan-temuan dilapangan, 
penilaian atas suatu aset bersejarah baik itu yang digunakan tidak hanya sebatas 
karena nilai kesejarahannya ataupun karena kontribusinya dalam hal dijadikan 
gedung perkantoran merupakan hal yang paling krusial bagi para pengelola aset 
tersebut. 
Menurut sebagian besar informan dalam penelitian ini, melakukan penilaian 
atas suatu aset bersejarah tidak mudah untuk dilakukan. Belum adanya dasar 
penilaian maupun kebijakan khusus dalam menilai aset bersejarah menjadikan pihak 
pengelola sulit untuk menilai berapa kos yang dapat dilekatkan pada aset bersejarah 
yang mereka miliki. Meskipun pada kenyataannya PP 71 tahun 2010 




operasional pemerintah harus dinilai sama sebagaimana penilaian yang digunakan 
untuk aset tetap lainnya, namun temuan dilapangan menunjukkan bahwa entitas 
pengelola hingga saat ini masih belum melakukan penilaian atas aset bersejarah yang 
mereka miliki. Berbagai alasan yang melatarbelakangi sulitnya dalam menilai aset 
bersejarah dapat diketahui dari pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Ratna berikut 
ini: 
“Aset bersejarah itu sulit dilakukan penilaian, karena nilainya sulit untuk 
diukur dengan satuan moneter. Harus ada tim penilai khusus untuk 
menilainya dan harus melibatkan tim ahli seperti para arkeolog. Disamping 
itu harus ada anggaran khusus untuk itu dan biasanya proses penilaiannya itu 
memakan waktu yang cukup lama. (Wawancara dengan Ibu Ratna pada 
tanggal 28 Oktober 2017)   
 
Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Ratna, dapat diketahui bahwa 
penilaian pada aset bersejarah masih memiliki kendala dalam penerapannya 
dilapangan. Hambatan utama yang dihadapi oleh entitas berkaitan dengan sulitnya 
untuk mengukur nilai ekonomi yang harus dilekatkan pada aset tersebut. Disamping 
diperlukannya tim penilai khusus dan ahli-ahli yang tergabung baik itu dari 
sejarahwan hingga ahli arkeolog menjadi salah satu pertimbangan utama yang harus 
dipenuhi untuk dapat mengukur secara handal berapa kos yang bisa dilekatkan pada 
aset tersebut, lamanya proses dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan menjadikan 
hingga saat ini penilaian aset bersejarah belum dilakukan.  
Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat wawancara dilakukan, 
diketahui bahwa proses penilaian aset bersejarah hanya dapat dilakukan oleh tim 




tanah/bangunan untuk pemanfaatan berdasar nilai wajar sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan pasal 50 PP 27 tahun 2014 dilakukan penilai pemerintah atau 
penilai publik yang ditetapkan oleh pengelola barang. sehingga tidak ada masalah 
bagi BPCB sendiri karena mereka tidak ada peran dalam proses penilaian selain 
menyiapkan laporan daftar aset di BPCB itu sendiri. Namun, jika tim penilai 
membutuhkan bantuan dari BPCB selaku pengguna dan pengurus barang untuk 
melakukan penilaian, maka meraka harus bersedia dalam memberikan informasi 
untuk kemudahan dan kelancaran proses penilaian aset milik negara.  
Meskipun demikian, untuk menjalankan amanat PP No. 71 tahun 2010, yang 
mengatur terkait dengan aset bersejarah yang difungsikan sebagai perkantoran harus 
dinilai sebagaimana penilaian yang didasarkan atas prinsip-prinsip aset tetap lainnya, 
pihak pengelola sendiri sedang mengusahakan untuk melakukan penilaian atas aset 
bersejarah Fort Rotterdam. Hal tersebut dapat dilihat dari keseriusan pihak pengelola 
dalam mengajukan izin atas penilaian Fort Rotterdam ke Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku entitas yang bertanggungjawab 
dalam melakukan penilaian atas aset pemerintah pusat. 
d. Penyajian dan Pengungkapan Fort Rotterdam di dalam Laporan Keuangan 
Penyajian dan pengungkapan merupakan bagian integral sekaligus sebagai 
langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian infomasi dalam bentuk 
seperangkat penuh statement keuangan. Sebagian ahli menganggap bahwa aset 
bersejarah tidak memiliki pengaruh fiskal yang cukup signifikan dalam laporan 




keuangan, sedangkan para ahli lainnya berpendapat bahwa aset bersejarah harus 
dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Hal ini memang cukup beralasan, karena 
penggunaan basis akuntansi akrual di sektor pemerintahan telah mengharuskan 
pemerintah untuk melaporkan aset yang dimilikinya dengan menggunakan nilai 
moneter. 
Menurut, PSAP No. 07 Tahun 2010, aset bersejarah merupakan aset tetap 
yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset 
tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam 
tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Terkait dengan penyajian dan 
pengungkapannya dalam laporan keuangan, aset bersejarah diungkapkan dalam 
CaLK saja dengan tanpa nilai. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi 
manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya untuk ruang 
perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang 
sama seperti aset tetap lainnya. Artinya bahwa aset tersebut akan disajikan dan 
diungkapakan di dalam neraca sebagaimana pada pengungkapan aset tetap lainnya. 
Fort Rotterdam merupakan aset bersejarah yang dikelola oleh Balai 
Pelestarian Cagar Budaya Sulsel di bawah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban atas pelaporan 
keuangan didasarkan atas kebijakan pemerintah pusat. Adapun Laporan BMN Balai 
Cagar Budaya Sulawesi Selatan terdiri dari Laporan Barang Milik Negara (BMN), 




aplikasi SIMAK-BMN dan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan 
BMN. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari segi 
penyajian atas aset bersejarah For Rotterdam, entitas pengelola menyajikannya di 
dalam Buku Aset Bersejarah yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIMAK (Sistem 
Informasi Manajemen Akuntansi) BMN. Sistem Informasi Manajemen dan 
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) merupakan sub sistem dari Sistem 
Akuntansi Instansi (SAI). Sistem ini diselenggarakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara yang dikuasai oleh 
entitas. Hal ini juga digambarkan pada firman Allah dalam Q.S Al-Isra: 36 : 
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 
semuanya itu akan diminta pertanggungjawabanya” 
  
Ayat di atas menjelaskan larangan bekerja tanpa ilmu, bekerja harus 
mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bidang tersebut, karena semua amal 
yang kita lakukan akan di pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam hal ini, 
seorang akuntan harus mempertimbangkan apakah ia memiliki keahlian dan 
pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalankan profesinya. Termasuk dalam hal 




Penggunaan aplikasi SIMAK BMN sangat membantu entitas hal mengelola 
dan melaporkan segala aset yang digunakan oleh entitas, tidak terkecuali pada dalam 
penyajian aset bersejarah Fort Rotterdam, Penyajian atas aset bersejarah yang 
dimiliki oleh BPCB Sulsel secara khusus dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Hal 
ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ratna selaku Pengolah Data Barang 
Milik Negara berikut ini: 
“Kalau benteng Fort Rotterdam itu masuknya ke dalam Buku Aset 
bersejarah. Dimana yang masuk kelompok barangnya itu untuk Tanah untuk 
Bangunan Bersejarah Lainnya. Dia tergabung disitu dimana dia hanya 
berupa kuantitasnya saja. Bahwa barang tersebut berupa satu unit saja. 
Jumlah barangnya satu saja makanya tidak masuk ke dalam neraca.” 
(Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 28 Oktober 2017)   
  
Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa benteng Rotterdam, 
oleh entitas pengelola disajikan di dalam Buku Aset bersejarah. Pembukuan 
dilakukan dalam hal kegiatan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada 
pada Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang 
tercatat dengan baik. Pembukuan yang dilakukan pada aset bersejarah mengacu pada 
PMK 06 tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.  
Berdasarkan hasil analisis penulis, dilihat dari pengungkapannya aset 
bersejarah Fort Rotterdam diungkapkan di dalam laporan keuangan pada Catatan atas 
Laporan Keuangan Barang Milik Negara yang dimana pelaporannya dibedakan atas 
tanah dan bangunannya sebagaimana yang ditampilkan pada potongan CaLK BMN 






Potongan atas Catatan Ringkasan BMN (CRBMN) Berupa Tanah  







Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan 
 
Gambar 4.3 
Potongan atas Catatan Ringkasan BMN Berupa Aset Bersejarah 






Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan 
 
Berdasarkan potongan Calk BMN untuk aset bersejarah di atas, Nampak 
bahwa BMN berupa aset bersejarah yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar 
Budaya terdiri atas dua jenis aset bersejarah yang meliputi Tanah untuk Bangunan 
bersejarah lainnya dan Tanah untuk makam bersejarah. Di dalam PSAK 1 (Revisi 
2014) paragraf 77 menjelaskan entitas mengungkapkan dalam laporan posisi 
i. BMN Berupa Aset Bersejarah 
Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Sulawesi Selatan per 30 Juni 2017 adalah:  
 Tanah untuk bangunan bersejarah lainnya dengan kuantitas 7 unit 
 Tanah untuk makam bersejarah dengan kuantitas 80.908 m2 
b.      Tanah 
Saldo tanah pada laporan barang kuasa pengguna semesteran per 30 juni 
2017 sebesar Rp. 0 (Nol rupiah). Tanah bernilai nol rupiah disebabkan karena 





keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, sub klasifikasi pos-pos yang 
disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas. Hal 
ini nampak terlihat dari bagaimana penyajian aset bersejarah. Penyajian yang 
dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya pada aset bersejarah Fort Rotterdam 
dimulai dengan menyajikan aset tersebut dengan didasarkan pada urutan likuiditas 
aset dan disesuaikan dengan operasi entitas yaitu aset bersejarah Fort Rotterdam 
dimulai dengan menyajikan akun aset tetap berupa tanah yang dijadikan sebagai 
tempat operasi entitas pengelola dan kemudian dilanjutkan dengan menyajikan akun 
aset bersejarah lainnya yang berupa benteng. 
 Dilihat dari pengungkapan atas aset bersejarah Fort Rotterdam diungkapkan 
tidak full disclosure, hal tersebut terlihat pada potongan aset yang ada di dalam 
CaLK yang tidak secara mendetail menjelaskan apasaja yang menjadi bagian dari 
aset bersejarah tersebut. Adalah penting bagi entitas untuk menginformasikan kepada 
pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran pengukuran yang 
digunakan dalam laporan keuangan karena dasar pengukuran yang digunakan dalam 
penyusunan laporan keuangan mempengaruhi analisis pengguna laporan keuangan 
secara signifikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dilapangan bahwa 
aset tersebut masuk ke dalam jenis aset berupa Tanah untuk bangunan bersejarah 
lainnya. Adapun aset tersebut diungkapkan dengan bentuk kuantitasnya yakni 
perunit. Penggunaan unit dalam laporan tersebut dikarenakan aset tidak memiliki 




“Perunit itu tidak bisa dinilai, makanya Fort Rotterdam itu hanya bisa dinilai 
satu unit saja.” (Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 28 Oktober 
2017) 
 
Disamping itu, pada aset bersejarah yang digunakan oleh pengelola 
dilaporkan senilai Rp.0 (nol), hal ini dimaksudkan agar informasi dalam laporan 
keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, Pihak 
pengelola menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi 
mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka 
penggunaan informasi tersebut secara otomatis tidak akan memiliki pengaruh yang 
cukup pasti untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan para stakeholder. 
Adapun, secara khusus tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi 
kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. 
Terlepas dari itu semua, pengungkapan yang dilakukan terhadap aset 
bersejarah di atas, telah memberikan gambaran yang cukup bahwa entitas yang 
mengelola aset tersebut telah melaporkan apa saja aset yang mereka miliki. 
Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan Fort Rotterdam 
secara umum dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. 
Disamping itu adanya pengungkapan atas informasi terkait dengan aset bersejarah 
sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang 
perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu neraca hingga catatan 
atas laporan keuangan.   
Pengungkapan atas kebijakan akuntansi aset bersejarah Fort Rotterdam akan 




keperluan  lainnya. Para stakeholder akan sulit untuk dapat membuat penilaian secara 
andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi 
terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan. Selain disajikan pada 
lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah 
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 
peraturan perundang-undangan. 
Penyajian dan pengungkapan suatu aset dalam laporan keuangan baik dalam 
neraca maupun CaLK bergantung pada kepentingan penyusun laporan keuangan. 
Tujuan pemerintah untuk melaporkan aset bersejarah dalam laporan keuangan tentu 
sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat untuk 
melaporkan segala aset negara yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah 
merupakan sebuah entitas yang tidak berorientasi pada profit (keuntungan) sehingga 
dalam penyusunan laporan keuangan pun berbeda dengan entitas yang profit-
oriented. Jika dikaitkan dengan Fort Rotterdam, dapat dilihat bahwa penyajian dan 
pengungkapan Fort Rotterdam dalam laporan keuangan lebih dikaitkan dengan aspek 
akuntabilitas pengelolaannya bukan upaya untuk menunjukkan nilai Fort Rotterdam 
dan metode penilaiannya. 
Prinsip akuntabilitas ini berhubungan dengan tanggungjawab dan kejujuran 




stakeholder. Akuntabilitas pengelolaan Fort Rotterdam dimaksudkan sebagai salah 
satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terakhir, 
pengungkapan aset bersejarah didukung oleh teori stakeholder bahwa pengungkapan 
menjadi kewajiban manajemen tanpa memperhatikan siapa penggunanya. Dimana 
informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan. 
Penyajian dilakukan secara jujur, diverifikasi dan netral. Maksudnya adalah 
penyajian jujur dimana informasi menggambarkan dengan jujur transaksi yang 
terjadi dapat diverifikasi dimana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
dapat diuji dan bersifat netral dimana informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan 
tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.   
2. Penerapan atas Kebijakan Akuntansi pada Aset Bersejarah Fort  Rotterdam  
Keberadaan akuntabilitas begitu vital terhadap terciptanya penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah. Akuntabilitas merupakan 
kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan atas kebijakan yang dipercayakan 
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi hadir 
sebagai bentuk pertanggungjawaban penting untuk menilai kinerja organisasi. 
Dimana sebuah organisasi yang transparan menjamin akses kepada para pemangku 
kepentingan. Hal ini juga mensyarakatkan kebenaran atas informasi-informasi yang 
ada di dalam laporan keuangan. Prinsip transparansi dapat dilihat dari arus informasi 
yang mudah diakses dari lokasi entitas dan komunikasi yang baik penanggungjawab 




Laporan keuangan BPCB merupakan laporan yang terstruktur mengenai 
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BPCB Sulsel. Dengan 
kata lain, secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk 
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan lainnya yang bermanfaat bagi 
para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 
sumber daya. Secara spesifik, tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang 
berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas 
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 
Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan merupakan prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan meenyajikan laporan keuangan 
pemerintah, sehingga SAP ini telah dijadikan pedoman bagi entitas dalam membuat 
laporan pertanggungjawaban. Dengan menggunakan SAP maka diharapkan laporan 
pemerintah menjadi lebih informatif dan pemakai laporan keuangan dapat menilai 
akuntabilitas atas perolehan dan pemanfaatan sumber daya. Diterbitkannya PP No. 
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diharap mampu untuk 
mengatur sistem standarisasi organisasi pengelolaan aset bersejarah di Indonesia 
berupa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya di dalam lapooran 
keuangan. Secara rinci, tabel di bawah ini akan menunjukkan bagaimana kesesuaian 
atas pelaporan aset bersejarah Fort Rotterdam dengan peraturan maupun kebijakan 
akuntansi yang berlaku di dalam sektor publik yakni PP No. 71Tahun 2010 tentang 




Dalam pandangan islam, penerapan atas standar maupun kebijakan telah 
dijelaskan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur’an. Salah satunya adalah ayat yang 
menjelaskan bahwa standar juga berfungsi sebagai pengawas. Islam juga sejalan 
dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terhadap 
pemerintah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An 
Nisa ayat 108 berikut ini:   
 ِلْوَقْلا َنِم ٰىَضْر َي َلَ اَم َنوُتِّي َب ُي ْذِإ ْمُهَعَم َوُهَو ِهَّللا َنِم َنوُفْخَتْسَي َلََو ِساَّنلا َنِم َنوُفْخَتْسَي   ۚ  
                            ًاطي ُِمُ َنوُلَمْع َي َابِ ُهَّللا َناََكو  
    Terjemahnya:  
 
“Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari 
Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka 
menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Dan adalah Allah 
Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan” 
 
Kandungan  ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan 
kepada kaum mukmin, agar mereka senantiasa menjaga amanah yang telah 
diamanahkan kepada mereka berupa sifat taqwa dengan menjalankan segala perintah 
yang telah disyariatkan dan menjauhi segala larangan yang dapat menimbulkan 
keburukan, terlebih lagi jika mereka mengetahui bahwa amanah tersebut harus 
dilaksanakan. Dalam hal pengelolaan keuangan publik, implementasi ayat tersebut 
berupa sikap amanah/tanggungjawab (pertanggungjawaban) dan keterbukaan 
(transparansi) kepada publik tentang sistem pengelolaan keuangan dalam bentuk 
berupa laporan keuangan pemerintah pusat. Dengan berdasar pada ayat tersebut, 




bagaimana pengelolaan keuangan yang ada di dalam sektor pemerintahan, khusunya 
pada pemerintah pusat.  
Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan Balai Pelestarian Cagar 
Budaya Sulawesi Selatan jika telah memenuhi karakteristik kualitatif seperti yang 
disyaratkan dalam peraturan pemerintah telah menunjukkan bahwa BPCB Sulsel 
telah mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 
keuangan. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan 
haruslah sesuai dengan kriteria informasi sebagaimana yang diatur di dalam 
peraturan-peraturan yang ada. Apabila tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka 
hal ini tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi negara, kekurangan penerimaan, 
kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefektifan serta ketidakefisienan 
dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hal untuk mengetahui kesesuaian atas 
penerapan kebijakan akuntansi pada pengelolaan aset bersejarah di dalam laporan 
keuangan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, tabel di bawah ini akan 
memberikan gambaran atas kesesuaian atas perlakuan akuntansi pada aset bersejarah 
Fort Rotterdam Makassar: 
  





Kesesuaian Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah Fort Rotterdam Makassar 
Berdasarkan PP No. 71Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
No. Unsur PP No. 71 Tahun 2010 Penerapan Evaluasi 
 
1. 1.  Pengakuan Pengakuan aset tetap akan andal bila aset 
tetap telah diterima atau telah diserahkan 
hak kepemilikannya dan atau pada saat 
penguasaannya berpindah. 
BPCB Sulsel mengakui aset 
bersejarah Fort Rotterdam berupa 
tanah sebagai aset tetap ketika 
penguasaan atas penggunaannya 
berpindah dengan dibuktikan oleh 









    
2. 2. Penilaian Aset tetap yang diperoleh dari 
sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar 
nilai wajar pada saat perolehan. 
BPCB Sulsel tidak mencatat aset 
bersejarah Fort Rotterdam yang 
diperoleh dari hibah sebesar nilai 










Biaya perolehan dari masing-masing aset 
tetap yang diperoleh secara gabungan 
ditentukan dengan mengalokasikan harga 
gabungan tersebut berdasarkan 
perbandingan nilai wajar masing-masing 
aset yang bersangkutan. 
BPCB Sulsel memperoleh Fort 
Rotterdam secara gabungan yang 
terdiri atas tanah dan bangunan 
bersejarah, namun biaya perolehan 
aset bersejarah tidak dialokasikan 
dengan berdasarkan atas 
perbandingan wajar dari masing-










Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa 
nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar 
nilai wajar pada saat aset tersebut 
diperoleh. 
BPCB memperoleh Fort Rotterdam 
berasal dari hibah dan perolehannya 
tanpa nilai, biaya atas perolehan Fort 
Rotterdam tidak menggunakan nilai 
wajar pada saat aset diperoleh 
 








Pernyataan ini tidak mengharuskan 
pemerintah untuk menyajikan aset 
bersejarah (heritage assets) di neraca 
namun aset tersebut harus diungkapkan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
Aset bersejarah Fort Rotterdam tidak 
di sajikan di neraca, tetapi 
diungkapkan di dalam Catatan atas 








Aset bersejarah harus disajikan dalam 
bentuk unit, misalnya jumlah 
13 unit koleksi yang dimiliki atau jumlah 
unit monumen, dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. 
Aset bersejarah Fort Rotterdam 
disajikan sebesar jumlah unitnya di 
dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan dengan tapa nilai. 
 
Sesuai 




Fort Rotterdam selain merupakan aset bersejarah, juga sebagai salah satu 
benda cagar budaya. Kriteria utama atas benda cagar budaya yaitu berusia 50 (lima 
Puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) 
tahun daya Fort Rotterdam memiliki usia lebih dari 50 tahun serta memiliki arti 
khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan 
sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya. 
Dilihat dari segi pengakuannya, aset bersejarah Fort Rotterdam tidak diakui 
sebagai aset bagi entitas pengelola, melainkan diakui sebagai salah satu cagar budaya 
yang dipelihara dan dilindungi dalam jangka waktu yang tidak terbatas yang lebih 
terikat dengan barang inventaris. Disamping itu, berdasarkan hasil temuan 
dilapangan, dilihat dari segi penilaian, pengelola Fort Rotterdam tidak menerapkan 
metode penilaian apapun dalam menilai aset bersejarah, baik dengan menggunakan 
metode nilai perolehan, nilai wajar maupun menggunakan metode appraisal 
(penaksiran). Ini tidak berarti bahwa pihak pengelola tidak menjalankan apa yang 
telah diatur di dalam PSAP, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 
semua aset bersejarah dapat dinilai dengan satuan moneter. 
Benteng Rotterdam disajikan di dalam Buku Aset bersejarah dan 
diungkapkan di dalam Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) dengan 
unitnya saja yang terdiri atas benteng dan bangunan dan tanpa nilai. Hal ini telah 
sesuai dengan SAP No. 07 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 




Laporan Keuangan. Penyajian dan pengungkapan yang dilakukan pada Fort 
Rotterdam membuktikan bahwa pihak pengelola bersikap transparan dan 
bertanggungjawab atas informasi yang ada di dalam laporan keuangan. Penyajian 
dan pengungkapan aset bersejarah Fort Rotterdam bersikap transparan atas segala 
jenis infomasi yang ada di dalamnya. Maka dari itu,dapat  disimpulkan bahwa terkait 
dengan penyajian dan pengungkapan akuntansi pada aset bersejarah  yang telah 
diterapkan oleh pihak pengelola yang dalam hal ini adalah Balai Pelestarian Cagar 
Budaya Sulawesi Selatan telah sesuai dengan standar akuntansi yang belaku saat ini 
yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan.  
Tabel 4.5 
Bingkai atas Hasil Penelitian 
Hasil Penelitian Kebijakan Akuntansi  
Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Sulawesi Selatan tidak 
mengakui aset tetap berupa 
tanah di dalam Neraca. 
Dengan mengacu pada PP 71 Tahun 2010, 
entitas seharusnya memperlakukan tanah seperti 
yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi 
tetap. Dimana tanah harus sedapat mungkin 
diungkapkan di dalam Neraca karena tanah yang 
dimiliki/dikuasai pemeritah tidak diperlakukan 
secara khusus.  
Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Sulawesi Selatan tidak 
sepenuhnya memperlakukan 
bangunan bersejarah Fort 
Rotterdam seperti pada aset 
tetap lainnya.  
Dengan mengacu pada PP 71 Tahun 2010, 
beberapa aset bersejarah juga memberikan 
potensi manfaat lainnya kepada pemerintah 
selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan 
bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. 
Untuk kasus tersebut, aset ini akan 
memperlakukan sama dengan prinsip-prinsip 
aset tetap laiinya. 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penulisan skripsi ini sebagai 
berikut: 
1. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan mengakui Fort 
Rotterdam sebagai Cagar Budaya, dan mencatat aset bersejarah Fort 
Rotterdam sebagai Inventaris (aset tetap) dikarenakan Fort Rotterdam 
merupakan BMN dengan kepemilikan pemerintah pusat yang oleh BPCB 
Sulsel diberikan kuasa untuk digunakan sebagai kantor BPCB Sulsel 
sehingga BPCB Sulsel hanya dapat menatausahakan aset bersejarah 
tersebut. Dari segi penilaian, aset bersejarah Fort Rotterdam oleh BPCB 
Sulsel tidak dilakukan penilaian apapun baik menggunakan nilai perolehan 
maupun revaluasi, hal ini diakibatkan oleh belum adanya kebijakan dari 
Kementerian untuk melakukan penilaian terhadap aset bersejarah Fort 
Rotterdam. Dalam hal penyajian dan pengungkapan aset bersejarah Fort 
Rotterdam, BPCB Sulsel menyajikan dan mengungkapkan Fort Rotterdam 
ke dalam dua bentuk pengungkapan yakni tanah dan aset bersejarah berupa 
tanah dan bangunan bersejarah lainnya di dalam Catatan Ringkas Barang 
Milik Negara (CRBMN) dengan tanpa nilai dan hanya sebesar unit.
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2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang 
disusun oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan belum 
sepenuhnya menerapkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 
B. Saran
       Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasian beberapa saran 
sebagai berikut:
1. Penelitian akuntansi terkait dengan aset bersejarah masih belum banyak 
dilakukan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar peneliti 
selanjutnya mengangkat masalah tentang perlakuan akuntansi dari segi 
pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan hingga penghapusan 
atas aset bersejarah baik barupa barang-barang museum, tugu, naskah kuno 
maupun peninggalan bersejarah lainnya.
2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mewawancarai informan dari kalangan 
pengelola Fort Rotterdam yang dalam hal ini adalah para pegawai Balai 
Pelestarian Cagar Budaya Sulsel. Untuk itu, kiranya pada penelitian 
selanjutnya informan yang diwawancarai tidak hanya berasal dari para 
pengelola saja, melainkan juga berasal baik dari Dinas Kebudayaan, Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Akademisi dan masyarakat luas.
3. Bagi entitas pengelola yang dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Sulawesi Selatan, agar memberikan detail rincian atas aset bersejarah yang 
dikelola, karena berdasarkan laporan keuangan yang sudah ada, pihak 
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pengelola tidak secara detail mengungkapkan apa saja jenis-jenis dari aset 
bersejarah yang dimasukkan di dalam Catatan Ringkas Barang Milik 
Negara
4. Kementerian Keuangan selaku regulator perlu menetapkan dan 
memperjelas kebijakan akuntansi pada aset bersejarah khususnya pada aset 
bersejarah yang digunakan sebagai tempat operasional pemerintahan. 
Disamping itu, diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan mengenai 
pasar aktif bagi aset bersejarah sehingga entitas yang mengelola aset 
tersebut tidak mengalami kesulitan dalam hal penentuan nilai wajar (fair 
value). 
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LAMPIRAN A
MANUSKRIP WAWANCARA
Nama : Ratna Sari Dewi M,SE
Agama: Islam
Jabatan: Pengolah Data Barang Milik Negara (BMN)
Lokasi dan Waktu wawancara: Fort Rotterdam/ 24 Oktober 2017.
1. Peraturan atau pedoman apa yang digunakan oleh pihak Balai Cagar 
Budaya Sulsel dalam mengelola Fort Rotterdam? 
Pedoman dalam pengelolaan Fort Rotterdam itu merujuk pada Undang-undang 
No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Apa sajakah yang menjadi bagian-bagian dari aset Fort Rotterdam? Serta  
dengan cara apa aset tersebut diperoleh bu? 
Fort Rotterdam itu terdiri dari bangunan, benteng dan tanah. Itu diperoleh dari 
hibah. Jadi, tidak ada sertifikat tanah dan sejenisnya karena kawasan Fort 
Rottedam itu langsung diserahkan kepada Balai Cagar Budaya.
3. Bagaimana metode penilaian yang dilakukan pada Fort Rotterdam ini bu?
Hingga saat ini, Fort Rotterdam belum pernah dilakukan penilaian. Kami ini 
sementara proses pengajuan nilai sebetulnya. Kita mencoba menilai, makanya 
kemarin kita mencoba mengajukan permohonan apakah bisa dinilai atau tidak 
kepada KPKNL. Karena selama ini kita mengacu aset bersejarah itu tidak 
memiliki nilai. Tidak bisa sebetulnya dinilai.
4. Jadi dengan demikian, proses pengkapitalisasian atas aset tersebut tidak 
bisa untuk dilakukan ya, bu? 
Untuk saat ini kami belum bisa melakukan penilaian untuk Fort Rotterdam.
5. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh BPCB dalam melakukan 
penilaian pada Fort Rotterdam bu?
Aset bersejarah itu sulit dilakukan penilaian, karena nilainya sulit untuk diukur 
dengan satuan moneter. Harus ada tim penilai khusus untuk menilainya dan 
harus melibatkan tim ahli seperti para arkeolog. Disamping itu harus ada 
anggaran khusus untuk itu dan biasanya proses waktu penilaiannya itu 
memakan waktu yang cukup lama.  
6. Menurut ibu, apakah Fort Rotterdam termasuk ke dalam kategori aset 
ataukah kewajibanvbagi BPCB, bu?
Fort Rotterdam itu aset. Dia berupa aset bersejarah toh. Yang bisa dikegorikan 
sebagai cagar budaya itu jika dia telah berusia 50 tahun.
7. Apakah terdapat kebijakan atau peraturan terkait dengan penghapusan 
atas aset bersejarah yang hilang, rusak dan sudah tidak layak digunakan 
lagi, bu? 
Aset bersejarah itu tidak dihapuskan, kecuali terjadi fors mayers atau 
disebabkan oleh kejadian alam, kayak gempa atau tsunami, kalau tidak salah 
ada beberapa aset bersejarah yang hancur. Nah, itu bisa dihapuskan. Dan 
hingga saat ini, untuk fort Rotterdam sendiri belum pernah ada yang 
dihapuskan.
8. Bagaimanakah bentuk penyajian pada Fort Rotterdam ini, bu?
Kalau benteng Fort Rotterdam itu masuknya ke dalam Buku Barang Bersejarah. 
Dimana yang masuk kelompok barangnya itu untuk Tanah dan Bangunan 
Bersejarah Lainnya. Dia tergabung disitu dimana dia hanya berupa 
kuantitasnya saja. Bahwa barang tersebut berupa satu unit saja. Jumlah 
barangnya satu saja makanya tidak masuk ke dalam neraca.
9. Kalau untuk pengungkapannya sendiri bagaimana bu? 
Selama ini, barang bersejarah itu kita cuma ungkapkan di Catatan atas 
Laporan Milik Negara (CRBMN). Jumlah barang cuma satu, Perunit itu tidak 
bisa dinilai, makanya itu hanya bisa dinilai satu unit saja.
Nama Informan: Nurdianti S.E
Agama: Islam
Jabatan: Pembuat Laporan Keuangan BPCB Sulsel 
Lokasi dan Waktu wawancara: Fort Rotterdam/ Jum’at, 03 Nopember 2017
1. Bagaimana status kepemilikan Fort Rotterdam ini bu? 
Aset bersejarah ini kan sudah terdaftar di Kemendikbud. Sudah ada 
sertifikatnya ini. Ini kita yang punya, memang dari dulu memang ini kita yang 
kelola. Kenapa dia dijadikan sebagai aset bersejarah, karena kan ini benteng 
tidak bisa dinilai dengan uang.
2. Aset bersejarah itu, menurut ibu aset yang seperti apa bu?
Aset bersejarah adalah aset dengan nilai sejarah. Itu mengacu pada PP 71 
tahun 2010. Adek bisa searching di internet untuk lebih lengkapnya. 
3. Terkait dengan penilaian pada aset, mengapa Fort Rotterdam ini tidak bisa 
dinilai?
Kita mau nilai berapa. Seperti candi Borobudur itu, kita mau nilai berapa 
coba? Semua aset bersejarah itu tidak bisa sebenarnya kita nominalkan. Yang 
memiliki wewenang untuk melakukan penilaian itu dari KPKNL (Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang).  
4. Pengungkapannya bagaimana bu? 
Jadi ya, pengungkapannya ini perlakuannya sama kayak Candi Borobudur. 
Untuk aset-aset bersejarah yang tidak ada nilai sebelumnya memang tidak bisa 
di nilai. Karena belum ada aturan maupun kebijakan yang dibuat oleh KPKNL 
terkait dengan penentuan nilai suatu aset bersejarah.
5. Terkait dengan penggunaan bangunan-bangunan bersejarah dalam 
kegiatan pemerintahan, seperti tempat perkantoran misalnya bu, biasanya 
itu bisa dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Untuk Fort Rotterdam 
bisa dinilai seperti itu bu?
Untuk aset Fort Rotterdam yang dipakai didalamnya itu bisa dinilai. Seperti 
peralatan, mesin, kursi dan aset lainnya karena itukan kita yang beli dan itu 
sumber biayanya berasal dari APBN. Tapi kalau tanah dan gedungnya itu tidak. 
Kalau peninggalan Belanda ini memang tidak bisa dinilai. 
6. Selanjutya bagaimana bu?
Kita kan kalau bikin laporan kan ada aset dan bangunannya. Misalnya aset 
situs benteng Rotterdam ini kan tidak bisa dinilai berapa. Jadi untuk semetara 
nilai nya nol. Terus, gedung..tapi ini gedung sebenarnya ada juga yang bisa 
dilaporkan didalamnya ini karena kan ada penambahan-penambahan bangunan 
baru seperti misalnya penambahan kamar mandi yang dulunya tidak ada, itukan 
bisa dinilai. Jadi itu yang dilaporkan. Tapi kalau tanahnya memang tidak bisa.. 
Juga untuk bangunan yang aslinya itu tidak bisa dinilai. Jadi artinya dek, kalau 
gedung penambahan yang bangunan baru itu bisa di nilai dengan nominal 
karena memang kita yang buat, kalau yang aslinya itu yang tidak.
7. Dari segi biaya pemeliharaan aset bersejarahnya ini sendiri bu, dia dicatat 
sebagai apa bu?
Dicatat sebagai biaya pemeliharaan aset. Perlakuan untuk pemeliharaann aset 
bersejarah itu sama dengan aset tetap lainnya.  
Nama: Nusriah
Agama: Islam
Jabatan: Penanggungjawab Unit Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya 
Lokasi dan Waktu wawancara: Fort Rotterdam/ 24 Oktober 2017. 
1. Bagaimanakah pengoptimalan atas pemanfaatan aset bersejarah, 
khususnya pada pengololaan Fort Rotterdam ini bu?
Pemanfaatan atas fungsi bangunan bersejarah sudah sangat optimal. Kenapa, 
karena Fort Rotterdam ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan 
berbagai macam bentuk kegiatan.
2. Dari segi pemanfaatannya, itu kegiatannya itu dalam bentuk apa saja bu?
Pemanfaatan kawasan yang ada di fort Rotterdam itu terbagi atas pemanfaatan 
untuk pelataran luar, pelataran dalam dan aula. Kalau untuk yang di pelataran 
luar, itu untuk kuliner yang khusus menggunakan kendaraan, baik itu motor 
maupun mobil. Kalau yang di dalam itu biasanya digunakan untuk pementasan 
dan panggung sedangkan untuk kegiatan yang dilaksananakan di aula sendiri 
dia dalam bentuk seperti seminar, talkshow, dan masih banyak lagi.
3. Bagaimana mekanisme permohonan pemanfaatan atas Barang Cagar 
Budaya? Jadi, biasanya ada proposal kegiatan yang dimasukkan dan itu ada 
kami catat jenis kegiatan apa saja. Itu, ada laporan sampai dengan September, 
jadi bisa dilihat kepadatan permohonan pengguna kawasan Fort Rotterdam. Ini 
kan ada surat masuk dari beberapa lokasi, dan pemanfaatan itu berkaitan 
dengan Fort Rotterdam, BMN dan dibeberapa lokasi yang ada di wilayah kerja 
kami. (Sambil memandu peneliti untuk menuju ruangan tempat pencatatan 
kegiatan disimpan).
4. Apakah ada standar tarif tertentu yang pakai dalam pengenaan tarif atas 
penggunaan dan pemanfaatan kawasan Fort Rotterdamnya bu?
Sejauh ini, masih belum ada standar tarif yang mengatur tentang izin 
pemanfaataan lokasi di kawasan Fort Rotterdam. 
5. Jadi pertimbangan atas tarif pelaksanaan kegiatannya itu didasarkan pada 
apa bu?
Kami menentukan tarif itu tergantung dari besar atau kecilnya jenis kegiatan 
yang akan dilaksanakan di kawasan ini. Kita lihat siapa penggunanya, kalau 
mahasiswa kita sesuaikan dengan kisaran yang sesuai untuk mahasiswa. Selain 
itu juga kita lihat kegiatannya apakah ada sponsor atau tidak.
6. Dari pengenaan tarif untuk kegiatan yang ibu sebutkan tadi, nanti dana 
yang terkumpul itu digunakan untuk apa bu?
Itu dana-dana yang terkumpul akan digunakan untuk pemeliharan Fort 
Rotterdam, adapun jika terdapat sisa lebih dari dana yang telah dikumpulkan 
tadi, maka itu akan kami masukkan ke dalam kas negara. Jadi intinya dana yang 
diperoleh dari pemanfaatan Fort Rotterdam itu akan kembali lagi kesana.
7. Bagaimanakah proses pemilahan atas kegiatan untuk pemanfaatan Fort 
Rottedam nya sendiri bu?
Kegiatannya seperti konser musik jazz dan Tulus yang baru-baru 
diselenggarakan itu boleh. Untuk konser jenis musik rock dan dangdut tidak 
kami lakukan karena biasanya jenis musik seperti ini bisa mengajak orang untuk 
bergoyang, dikhawatirkan nanti ada perselisihan yang terjadi. Ini dilakukan 
untuk menghindari perselisihan demi keamanan dan kelestarian Fort 
Rotterdam. Kan, aset bersejarah tidak dapat di perbaharui, jadi yah kalau rusak 
bukan aset bersejarah lagi.
8. Apa dasar hukum atau panduan yang digunakan dalam pemanfaatan aset 
bersejarah ini bu?
Fort Rotterdam ini dia masuk cagar budaya. Cagar budaya memiliki usia lima 
puluh tahun, itu mengacu pada UU No 11 Tahun 2010. Berkaitan dengan 
pemanfaatannya dek, itu dilakukan dengan tanpa mengabaikan kelestariannya. 
Itu kriteria yang harus dipegang yang sebaiknya jangan dilanggar. 
Nama Informan: Nurdianti, S.E
Agama: Islam
Jabatan: Pembuat Laporan Keuangan BPCB Sulsel 
Lokasi dan Waktu wawancara: Fort Rotterdam/ Jum’at, 03 Nopember 2017
1. Bagaimana status kepemilikan Fort Rotterdam ini bu?
Aset bersejarah ini kan sudah terdaftar di Kemendikbud. Sudah ada sertifikatnya 
ini. Ini kita yang punya, memang dari dulu memang ini kita yang kelola. Kenapa 
dia dijadikan sebagai aset bersejarah, karena kan ini benteng tidak bisa dinilai 
dengan uang.
2. Terkait dengan penilaian pada aset, mengapa Fort Rotterdam ini tidak bisa 
dinilai bu?
Kita mau nilai berapa benteng ini. Seperti candi Borobudur itu, kita mau nilai 
berapa coba? Semua aset bersejarah itu tidak bisa sebenarnya kita nominalkan. 
Yang memiliki wewenang untuk melakukan penilaian itu dari KPKNL (Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang).  
3. Pengungkapannya sendiri bagaimana bu yah?
Jadi ya, pengungkapannya ini  Ini perlakuannya sama kayak Candi Borobudur. 
Untuk aset-aset bersejarah yang tidak ada nilai sebelumnya memang tidak bisa 
di nilai. Karena belum ada aturan maupun kebijakan yang dibuat oleh KPKNL 
terkait dengan penentuan nilai suatu aset bersejarah.
4. Terkait dengan penggunaan bangunan-bangunan bersejarah dalam 
kegiatan pemerintahan, seperti tempat perkantoran misalnya bu biasanya 
itu bisa dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Untuk Fort Rotterdam 
bisa dinilai seperti itu bu? 
Untuk aset Fort Rotterdam yang dipakai didalamnya itu bisa dinilai. Seperti 
peralatan, mesin, kursi dan aset lainnya karena itukan kita yang beli dan itu 
sumbe biayanya berasal dari APBN. Tapi kalau tanah dan gedungnya itu tidak. 
Kalau peninggalan Belanda ini memang tidak bisa dinilai. 
5. Kalau pengungkapannya bagaimana bu?
Kita kan kalau bikin laporan kan ada aset dan bangunannya. Misalnya aset situs 
benteng Rotterdam ini kan tidak bisa dinilai berapa. Jadi untuk semetara nilai 
nya nol. Terus, gedung..tapi ini gedung sebenarnya ada juga yang bisa 
dilaporkan didalamnya ini karena kan ada penambahan-penambahan bangunan 
baru seperti misalnya penambahan kamar mandi yang dulunya tidak ada, itukan 
bisa dinilai. Jadi itu yang dilaporkan. Tapi kalau tanahnya memang tidak bisa.. 
Juga untuk bangunan yang aslinya itu tidak bisa dinilai. Jadi artinya dek, kalau 
gedung penambahan yang bangunan baru itu bisa di nilai dengan nominal 
karena memang kita yang buat, kalau yang aslinya itu yang tidak.
6. Dari segi biaya pemeliharaan aset bersejarahnya ini sendiri bu, dia dicatat 
sebagai apa bu?
Dicatat sebagai biaya pemeliharaan aset. Perlakuan untuk pemeliharaan aset 
bersejarah itu sama dengan aset tetap lainnya.  
Nama Informan: Drs. Muhammad Natsir
Agama: Islam
Jabatan: Kasubag Tata Usaha BPCB Sulsel
Lokasi dan Waktu wawancara: Fort Rotterdam/ Jum’at, 03 Nopember 2017
1. Menurut bapak, apa saja keriteria utama yang harus dimiliki suatu 
barang/benda peninggalan bersejarah untuk dapat dimasukkan ke dalam 
jenis kategori aset bersejarah pak?
Punya nilai sejarah, punya nilai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Intinya tiga 
itu. Jadi banyak bangunan yang umurnya 50tahun. Kan kriteria awal itu 
berumur 50 tahun, mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan.
2. Manfaat ekonomik merupakan salah satu kriteria utama untuk mengakui 
suatu barang atau benda sebagai aset. Apakah aset bersejarah juga 
memiliki manfaat ekonomik yang cukup pasti bagi BPCB, pak?
Nah, itu berkaitan dengan pemanfaatan. Kan ada pelestarian. Kalau ini 
dilestarikan. Salah satu harapan kita itu adalah dia bermanfaat. Termasuk 
manfaat ekonomik. Jadi manfaat pengetahuan, ilmu pengetahuan, pariwisata. 
Kalau dilihat dari segi pariwisata itu sudah nilai ekonomik. Ada pemanfaatan 
lain, misalnya kalau yang namanya pariwisata diakan umum sebetulnya, 
seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, 
itu sudah berwisata. Jadi sebetulnya, kalau adik-adik mahasiswa disini 
berkegiatan ya boleh dikatakan berwisata karena itukan ujungnya sama saja. 
Memiliki manfaat pendidikan maupun manfaat ekonomi.
3. Jadi, untuk Fort Rotterdam sendiri retribusinya belum ada ya pak?
Belum ada retribusinya, tapi sudah mulai dari tahun lalu kita masukkan dana 
yang ada ke kas negara. Tahun ini akan kita stor kan lagi, Tapi ya saya kurang 
tau itu kita stor kan 60 juta atau 70juta. Tapi memang kita stor kan. Kalau 
misalnya seperti Leang-leang, itu targetnya sudah 150juta pertahun. Jadi itu 
dia, manfaat ekonomi itu hampir semua ada.  
4. Apa hambatan lain yang dialami dalam menilai suatu aset bersejarah, 
selain memang tidak bisa dinilai secara moneter?
Tidak ada sumber. Jadi ya, kalau suatu barang atau benda bisa dijelaskan 
sebagai benda bersejarah harus diketahui sembernya, misalnya ini benda siapa 
yang punya sebelumnya. Jadi ya kalau tidak ada sumbernya, kita tidak bisa 
menentukan apakah ini aset harus dinilai atau tidak.
5. Mengapa nilai aset bersejarah seperti Fort Rotterdam ini dikasih nilai Rp.0 
(nol rupiah), pak?
Nilai nol itukan angka juga. Supaya nanti dalam perhitungan akuntansi itu dia 
balanced. Karena kalau tidak ada angka, maka dia tidak balanced di dalam 
laporan keuangan. Itupun sebenarnya, karena dia Nol, dari aspek nilai ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan itu tidak bisa dimoneteri. Tidak bisa diuangkan 
untuk sementara sampai ada kebijakan lain dari Menteri Keuangan
6. Apakah bisa ditaksir nilai dari aset bersejarah ini? Sebelumnya apa pernah 
dilakukan appraisal/taksiran atas nilai aset nya pak?
Boleh ada taksiran. Kan yang namanya aset itukan sudut pandang pembukuan 
keuangan kalau bangunan bersejarah sudut pandangnya dari nilai. Kan ini dua 
hal yang berbeda. Sekarang itu dicatatkan ke dalam pembukuan, bukan karena 
dia jelas-jelas tidak memiliki hasil ekonomi, tapi hasil tadi itu yang dia bawa 
Boleh ada taksiran, seperti bangunan dan tanahnya ini bisa ditaksir. Coba 
benteng ini kalau mau di nilai dengan aspek moneter, benteng ini mau kita kasih 
nilai berapa? Tanah di NJOP disini mungkin sudah 40 (empat puluh) juta 
permeter sekarang kali 21000m, Baru tanah itu. Sekarang kita lihat bangunan, 
bangunan umum yang tatanan batanya seperti begini saja itu permeter nya itu 
sudah 3 (tiga) juta, sekarang ini dengan berapa bata ini? Satu, dua, tiga, empat. 
Terus kalau kita mau hitung dari sisi moneter, berapa nilai yang harus kita 
kasih? Kalau memang nanti ada kebijakan untuk memoneteri dengan uang 
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